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PARAF KOOR
SEKRETABIS DAERAH

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPUI,AUAN RIAU

. PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR [37 TAHUN 2A22

TENTAN(i
PEDOMAN INTERN.AL RIJMAH SAI(IT UMUM DAERJTH

$rosPrTAL BY LAWS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf r
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit;

b, bahrra Rumah sakit berkewaj,iban rnenyusl,rn dan
melaksanakan pedoman internal rumah sakit
(lnspital bg lanas), perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Internal Rumah Sakit
Umum Daerah {I{ospital fu Laus);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1'999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singrlrgr dan Kota Batam
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sepagaimana teiah diubah
beberapa kati terakhir dengtrn Undang-Undang
Nomor 34' Tahun 2OOB tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak,
Kabuapten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singtnp, dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a88O);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355h

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OA4 tentang
Praktek Kedokteran (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor aa37l;



+. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tertang
Kesehatan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOg Nomor L L4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang
Rumah Sakit {l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 53, Tamhahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 547\;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Oi4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2*14 Nornor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diuhah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemeriatahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nornor 67571;
Undang-Undang Nomar 35 Tahun ZA14 tentang
Tenaga Kesehatan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 298, Tambahan
Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OL4 tentang
Keperawatan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 307, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020,tentang Cipta
Kerja (I-emharan Negara Republik Indonesia
Tahun 2A2O Nomor 245, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2416 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor Lt4, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887]
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor , 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tafrtin 2019 Nomor 187,
Tambahan' Lembaran'Negara Republik Indonesia
Nomor 6a02l;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2027 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan {Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659];

12. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor TSSIMENKES/PER /lV 12011 tentang
Penyelenggaraan Komite medik rii Rumah Sakit;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2Ol3
tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indoaesia Tahun 2013 Nomor 1053);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentaf,g Badan Layanwr Umum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1213);

5.

6.

v.

B.

9.

10.

11.

13.

14.
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Menetapkan

15. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 2
Tahun 2A2A tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Natuna
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna (Berita
Daerah Kabupaten Natuaa Tahun 2O2O Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
INTERNAL RUMA}I SAI<IT UMUM DAERAH
(HOSPTTAL BY LAWSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasat 1

Dalarn Peratrrram Bupati ini yang dirnaksud
dengan:
1. Daeratr adalah Ka-bupaten Natuna.
2. Pernerintah Daerah adala}. Kepala Daerah

sebagai nrrsur penyelelrggara Pemerinta}.an
Daeratr yang rnernirnpin pelaksanaan
u.rusan pernerintatran yang menjadi
kewenangan Daerah otonorn.

3. Bupati adalatr Bupati Natuna.
4. Sekretaris Daerah adala]l ' Sekretaris

Daeratr Kabupaten Natuna.
5. Rurrah Sakit adalah Rrrrrah Sakit t]rnurn

Daerah Natrrrra Kabupaten Naturra.
6. Direktur adalatr Direktur Rrlrna}. Sakit

IJrnurn Daeral. Natuna Kabapaten Natrrna.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan
oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah
dalam mernberikah pelayanan kepada masyarakat
yarlg mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sbba.gai pengecualian dari
ketentuan pengelolaq.n daerah pada umumnya.

8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
lJmurr Daerah yarag selanjutreya disingkat
PPK-BLUD adala}. Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan lJrnurn Daerah,
yarrg rnerrrberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan urrtrrk rnerrerapkan: praktek-
praktek bisnis yang seh"at untlrk
meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan
kesejatrteraan nrnllrn dan rrencerdaskan
ketridupan bangsa, sebagai pengeclralian
dari ketentrran Pengelolaan Keuangan
Daeral- pada Lrnnutnrrya.

9. Pola Tata Kelola Staf Medis {Medical Staff
Bg Lauts) adalah Peraturam yang mengatrrr
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13"

10.

11.

12.

15.

16.

tentang fungsi, trrgas, tanggung jawab,
kewajiba-rr, kewenarrgarr dan hak dari Staf
Medis di Rumal. Sakit-
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat PNS adalah rtrarga negara
Indonesia yang rnemenlltri syarat tertentu,
diangkat sebagai pegawai aparatur sipil
negara secara tetap oleh peja.bat pembina
kepegawaian trntuk merrduduki jabatan
perr.erintal.an.
Pelayanan Keseh.atarr adalah segala
kegiatan pelayanan kesehatan ya.ng
diberika:r kepada seseorang dalarrr rangka
promotif, preverrtif, kuratif dan retrabilitatif.
Pedorrarr internal rumah sakit ff{ospital bg
Lanas) adalar- peratrrrarr korporasi Rrrmah
Sakit {corporate bg lauss) dan peratrrran sta.f
rnedis Rum"ah Saldt {rneitical staff bg laws)
yarag disrrstln dala.rrr rangka
penyelerrggaraa:r tata, ke1o1a ruma}. sakit
yang baik dan tata kelola klinis yang baik.
Dewan Pengawas Rum.ale Sakit yang
selanjutnya disebut Dewan Pengawas
adalah unit non strulrtural pada Rumatr
Sakit yang melakukan pernbinaan dan
pengawasan Rrrnnah Sakit secara internal
bersifat non teknis perurnal-sakitan yang
melibatkan u.lrslrr masyarakat.
Pejabat Pengelola adalah pejabat di
lirrgkungan Rumah Sakit yarrg bertanggurrg
jawab tertradap kiner;'a operasional Rurrrah
Sakit yang terdiri atas Direktur, Kepala
Bagran, Kepala Bidang, kepala Subbagian
dan kepala seksi di lingkurrgarr Rrrmah
Sakit.
Staf Medis adqlah kelompok dokter, dokter
Spesialis, dokter grgr dan dokter gigi
spesialis yang ,melakukan praktik
kedokteran di Unft "Pelayanan Rumah
Sakit:
Jabatan Fungsional adala}- kedudukan
yang merrurrjukkan trrgas, tanggung jawab,
wewenarlg dan hak seorang Pegawai Negeri
Sipil dalam. satrrarr organisasi yaflg dalarn
pelaksanaan trrgasrrya didasarkan pada
kea}'lian dan/atau keterarnpilan tertentu
serta bersifat m"andiri.
Kewerrangan Klinis (Clinical Priuilege)
adala}- hak khusrrs seoranf,.g Staf Medis
untrrk m.elakukan sekelompok pelayanan
rr.edis tertentu yang dilaksanakan
berdasarkan perrugasan klinis {Ctiruical
Appointmentl.

l+.

17.
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18. Kredensial adalah proses evalua-si terhadap
seorang staf m.edis untuk menerrtukan
apakah yang bersangkutan layak diberi
penugasall klinik dan kewenangan klinik
untrrk menjalankarr asutran/tindakan
medis tertentu urrtuk periode tertentrr.
Audit Medis adalall upaya evaluasi secara
profesional tertradap mutu pelayanan
med"is yang diberikan kepada pasien
dengan rrrerrggunakan rekam rnedisnya
yang dilaksanakan oletr profesi medis.
Unit Pelayanan adalah urrit yang
menyelerrggarakan upaya kesetratan, yaitu
rawat jalan, rawat h*p, gavrat darurat,
rawat interrsif, kam.ar operasi, karnar
bersalirr, radiologi, laboratorium,

22.

rehabilatitasi rrredis dan lain-lain.
Unit Kerja adalah ternpat staf rnedis
rnenjalankan profesirrya yarrg dapat
berbentuk instalasi, bagiaa atam bida:rg.
Tenaga Adnninistrasi adalah orang atau
sekelompok orang yang bertugas
melaksanakan adnninistrasi perkantoran
gurra menunjang pelaksanaan tugae-tugas
staf medis, kom.ite aaedik dan srrb kornite
kLmsusnya yang terkait derrgan etik dan
rnutu noedis.

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Pedoms,n Inter,mal
Rutnatt Satrrrt ff{ospital bg La*sl adalah sebagai
pedoman bag Petrrerinta-L Daeral- selaku
pernilik, Dewan Pengawas, perrgelola, dan Staf
Medis pada Rumah Sakit dalam upaya
merringkatkan aautu trrelayanan di Rrrlrratr
Sakit.

Pasal 3
Tujuan ditetapkanrya P@oman Interrtal Rurnah
Sakit (tlospital bg Lawsl adalah:
a. tercapainya kerja sana yanrg baik antara

Perrrerirrtah Daeral, Pejabat Pengelola dan
Staf Medis serta, pegawai Rurral. Sakit
lainnya; dan

b. firerrracll profesionalisrne derrgan tanggung
jawab terhadap mutu layanan Rrrmah Sakit.

BAB II
PEDOMAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PasaI 4
(1) Rumah Sakit beroperasi berdasarkan

Pedoman Irrternal Rrrmal. Sakit Umr:.m
Daeralr ${ospital Bg Lanus).

19.

24.

2t.
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(3)

Pedoman Internal Rumah Sakit tlmum
Daerah {I{ospitat bg Lantss) sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} terdiri dari:
a. Peraturan Internal Korporasi; dan
b. Peraturan Internal Staf Medis.
Peraturan Internal Korporasi sebagairnana
dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan
peraturan fueterrral yang mengatrrr
hubungan antara Pemerintah Daeral-
dengan Dewarr Perrgawas, Pejabat Pengelola",
dan Staf Medis pada Rum.atr Sakit beserta
fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban,
kewenanga-rf., dan trakrrya rm.asing-rnasing.

BAB III
PERATURAN INTERNAL KORPORASI

Pasal 5
Peraturan krternal Korgrorasi terdiri dari:
a. Identitas;
b. Falsafah;
ci Visi da4 Misi;
d. Nilai-Nilai Dasar; dal
e. Moto;

Bagian Kesatu
Identitas

Pasal 6
krdentitas sebagaimana dirraksud dalarn Pasal 5
huruf a" terdiri dari:
B, narla Ruraah Sakit adalah Ruxoah Sakit

{Jrrrurn Daeratr Natuna;
b. jenis Rurnah Sakit adalah Rurrratr Sakit Urnum;
c. kelas Rurna}- Sakit adalqh Rurnah Sakit urnurn

Daerah Tipe C; dan ' *

d. alanrrat Rrrmah Sahit adalah di jafar-r Ali
Murtopo Ranaai, Natuna Proviresi Kepulaman
Riam.

Bagian Kedua
Falsafah

Pasal 7
Falsafah sefoegpi''lana dinoaksud dalarn Pasal 5
huruf b adalal- Mernberikan Pelayanan
Keeehataa Terbaik.PARAF KOORDINAS'



a

(1)

Bagian Ketiga
Visi dan Misi

Pasai 8
Visi sebagaim.ana dimaksud dalam. Pasal 5
kruruf c adaiah *Menja.di Rrrrr.ah Sakit
Rujukan Masyarakat Kahupaten Natuna
Yang Terpercaya".
Misi sebagairr-ana dirrraksud dalarn Pasal 5
huruf c adalah:
a. rrrem.berikan pelayanan kesel.atan yang

prim.a, adil dare terjangkau;
b. menjadikan pusat rujukan utama

masyarakat Natrrna;
c. meningkatkan mutu sr.rnber daya

rnanusia ya:Lg berjiwa profesional dan
penuh perrgabdian; dan

d. membangurr komitmen bersa:r.a antara.
stektrolder Rr.rrrah Sakit Urynurn Daerah
Naturra, m"asyarakat dan Pemerirrtah
Kabupaten Naturea dalam meningkatkan
derqi at kesekratan masyarakat.

Baglerr Keem.pat
Nilai-Nilai Dasar

Pasa1 9
Rumah Sakit Umum. Daerah dalam memberikan
pelayanan Kesehatan dengan berdasarkan nilai-
nifar dasar sebagainoana diuraksud dalarr-r Paeaf 5
huruf d sebagai berikut:

ketulrrsan;
kepedulian;
kerenda}-an trati;
keakraban;
kesportifan; '

keterbukaan;
kejujuran; !

kerja keras;
keprofesionalan; dan
kebersamaan.

Bagtan 1{slirna
Motto

Pasal 1O
Motto sebagainnarea dimaksud dalam Pasal 5
huruf e adalah *Melayani Dengan Hati'

t2l

a.
b.
c.
d.
e.
f.
ob.

h.
i.
j.
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BAB IV
KEDUDLrKAN, TU(}AS POKOI{ DAN

FUNGSI RUMAH SAKIT

Pasal 11
(1) Rurnah Sakit berkedudrrka:r sebagai rurrah

sakit Llrnnm Daerah rrrilik Pernerintah Daerah
Kabupaten Natuna yanrg rnerupakan nnsur
pendukung tugas Bupati di bidang Pelayanan
Kesehatan yang dipimpin oleh seora"ng
Direlrtrrr berada di bawa}. dan
bertanggungianrab kepada Bupati Natuna
melalui Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan ufllsan pemerintahan
dibidang Kesehatan.

(2) Rurnah Sakit sebagaimana dimaksud pada
ayat (U ur.ernpunyai tugas pokok
menjrelenggarakan Pelaya.nan Kesehatanr
paripurna kepada rnasyarakat-

(3) Untuk merryelenggarakan tugas pokok
seba.gaimana dirnaksrrd pada ayat (2) Rumah
Sakit rneflr.purryai fungsi:
&. perurnusara kebijakan tekrris dibidang

pelayanan rnedis;
b. penyelenggaraan pelayanan rnedis dan

nonmedis;
c. pelayanan asulean perawatan;'
d. pelayanan rujukan;
e. pengorganisasiarn dan kerjasama

pelayanan rnedis dengan instansi terkait
dan lernbaga pelayanan kesehatan
lainnya;

f. pendidikan dan pelatihan terraga rnedis
dan nonmedis;

g. penelitian dan perr.gerrbangan medis dan
nonrnedis;

h. pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
i. pengelolaan urusarr [<epegawaiart, ]mkum,

hubungan masyardkdt, organisa-si dan
tata laksana serta ruma.l tangga,
perlengkapan dan nrnurn.

BAB V
WE\MENANG, TUGAS DAN TANGGUN(i JAWAB

PEMILIK

Bagian Kesatrr
'Wer,venang Pemilik

Pasal 12
(l ) Wewenang pemilik terdiri ata.s:

a. menetapkan kebiiakan tentang Pedornan
internal rum,al- sakit ftwspital bg laws);



b. mengangkat dan fllefletapkar Direktrr
serta melakukan evaluasi tahunan
terhadap kinerja Direktrrr:

c. rnengangkat dan rr.enetapkan Dewan
Pengawas serta melakukan penilaian
kinerja Dewirrr Perrgawas secara berkala
paling sedikit setalrun sekali;

d. mernbertrerrtikan Pejabat Pengelola dan
Dewan Pengawas sesrrai ketentrran
Peratrrran Peruredamg-undan gan ;

e. m.enyetujr.ri, rnerrgumurnkan dan
rnengesahkan visi dan misi Rurnah Sakit
serta rl.elakukan revirr berkala paling
singkat 3 (tiga) tahurr sekali atas visi dan
misi tersebtrt;

f. rnerretapkare strutr<tur crga"r'risaei Rumah
Sakit;

g. menetapkan regulasi pengelolaan
keuangan }trrma.L Sakit dan perrgelola"an
surnber daya manusia pada Rrrma-h Sakit;

h. menilai dan m.enyetujui rencana anggaran
Rumah Sakit;

i. rnenyetujui rencana" strategis Rurnah
Sakit;

j. rnengalokasikan sura.ber daya yang
dibutuhkan untrrk rrrerecapai visi dan rnisi
Rurnalr Sakit;

k. rnemberikan sanksi kepada pegawai yang
rrrelanggar ketentuan ketentuq5r Peratrrran
Perundang-undangan dan memberikan
penghargaan kepada pegawai yang
berprestasi;

1. rnenyetujui diselenggarakan pendidikan
profesional kesetratan dan dalarn
penelitian serta rnengawasi kualitas
prograflr.-prograrn tersebut; dan

rn. rnerryetrrjui prbgra:n peningkatan rnutu
dan kesela-rrratan pasien serta
rrerrirrdaklanjuti l4por,an peningkatan
mutrr. daa keselarn athn" yang diterima.

(2) Kewena.ng€rr3. mengirmumka:r visi dan misi
Rumah Sakit sebagair:rana dimaksud pada
ayat (1) huruf e didelegasikan kepada Pejabat
Pengelola.

Bagran Kedua
Tugas Pemilik

Pasal 13
Tugas Perrilik meliputi:
a. rnenyediakan rnodal serta dana operasional

dan sum.ber daya lairr yang diperlukan
untrrk rrenjalankan Rrrrnatr" Sakit dalam
rnernenuhi visi dan srisi serta rencana
strategis Ruma-h Sakit;

PARAF KOORDINASI



b. menurrjuk dan rnenetapkan Di.rektrrr, dan
rnelakukan evahrasi tahtrnan terhadap
kirrerja masing-m.asing individu direksi
dengan rnenggunakan proses dan }<riteria
yarag suda-h baku;
menunjuk atau meiretapkan represerrtasi
perrilik, tanggurrg jawab dan rnelakukan
pereilaian kinerja representasi pemilik secara
berkala;

d. rnenetapkan struktur organisasi Rrrmall
Sakit;

e. rnenetapkan regulasi perrgelolaan keuangan
Rrrmal. sakit dan perrgelolaan srrmber daya
rnanusia Rurnah Sakit;

f. bertanggurrgiawab darr mempunyal
kewenangan dala::e aeenaberikan arahan
kebijakan Rum.ah Sakit;

ob' bertanggungiawa-b dan firefir"pu.nyai
kewerrangan dalam m.erretapkan visi dan
rrrisi rrem.a]r sakit dan merrrastikan bal.wa
masyarakat mengetahrri visi dan rnisi
Rumatr Sakit serta rnereviu $ecara berkala
rnisi Rrrmah Sakit;

h. pendelegasian kewerrangare dare pemilik
kepada represerrtasi pemilik atam Direktur
atau individu lainya sesuai Peraturan
Perundang-undanga;r;

C.

i. merrgangkat, merretapkan dan
Direktur; dan

j. menetapkan kualifikasi persyaratan
Direktur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

menilai

Bagian Ketiga
Tanggungjawab Pemilik

Pasal* 14.,
( 1) Pemilik bertanggringiawab tertradap

kelangsungan hldup, perkembangan, dan
kem4iuan Rumah Sakit sesuai dengan yarlg
diharapkan oleh Masyarakat.

(2) Pernilik dalarn rnelaksanakan
tanggungj awabnya mempunyai kewenangan :

a. menetapkan Peraturan tentang Tata
Kelola dan Standar Pelayqrrarr Minimal
(sPM) Ruru.ah Sakit beserta
perubaharuaya;

b. rnernbentrrk dan rrenetapkan Pejabat
Pengelola dan Dewan Penga.was;

c, memberl.errtikan Pejabat Pengelola dan
Dewan Pengawas karena sesrratu hal
yang m.enurut peratrrrannya
membole}.kan untuk diberherrtikan ;

d. rnenyetujui dan ilrerrgesal-kan Rencana
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e.
Bisnis Anggaran (RBA); dan
rnem.berikan sarrksi kepada pegawai yang
melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan dan rnernberikan
penghargaan kepada pegawai yang
berprestasi;
Pemerintah Daeratr bertanggungiawab
menutup defisit Anggaran Rurnatr Sakit
yang bukan karena kesalahan dalam
pengelolaa:r dan setelatr diaudit lernbaga
yang berwerrang; dan
Pernerinta-h Daerah bertanggunggugat
atas teq'adinya kerugian pihak ke lairr,
termasuk pasien, akibat kelalaian
dan/atau kesalahan dala-m pengelolaan
Rurrrah Sakit.

Sakit;
dan

dan

f.

ob.

BAB VI
DE\VAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pernbentukan Dewan Pengawas

Pasal 15
{1} Dewan Peagawa dibentuk oteh Bupati ata.s

usrllan Direktur Ruma.tr Sakit tJmrrrr Daeratr.
(2) Perr.bentukan Dewan Pengawas bebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Bagran Kedga
Keduduka:t, Thgas, Fungsi, Kewqiiban
'Wewenang, dara Tanggurrgia'rxrab Dewan

Pengawa.s

Pasal 16
Dewan Pengawas ! rEerupakan unit
nonstrrktural yan€ bersifat independen yang
bertanggurrgiawab kepada pernilik/Bupati
Rumah Sakit-
Derxran Perrgawas sebagairnana dir:aaksud
pada ayat {1) bertugas:
a. menilai dan menyetujui pelaksanaan

renc€lr1a ansgaran;
b. rnenyetujui dan merrgawasi pelaksanaan

rencana strategis;
c. mengawasi pelaksanaan kendali rnutu

dan kendali biaya;
d. menenttrkan arah kebijakan Rrrmah
e. m.engawasi dan ro.enjaga hak

kewajiban pasien;
f. mengawasi dan merrjaga hak

kervajiban Rurrra.L Sakit; dane

(1)

(2t
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g. rlrengawasi kepatrrhan peneraparl etika
Rurna}- Sakit, etika profesi, dan perattrran
perurrd.ang-undangan -

(3) Dalarn rrelaksamakan tugasnya sebagairnana
dirnaksud pada ayat {21, Dewa:r Pengawas
berfrrngsi sebagai pelaksana yang
rnelaksanakan perala Bupati alarn rnelakukan
pembinaan dare perrgawasarr rrorrtelcnis
perurnahsakitan secara internal di Rurnah
Sakit.

(4) Dewan Pengawas berkewqjiban:
a. mernberikan perrdapat dan saran kepada

Bupati m.engenai Rencana Bisnis
Anggaran yarrg dilrsulkan oleh Pejabat
Pengelola;

b. rnengikuti perkenabangan kegiatan Rumah
Sakit dan rnem.berikan pendapat serta
sarara kepada Etupati mengenai setiap
masala}. yarag dianggap penting bagi
pengelolalaan Rrrr:nah Sakit;

c. rnelaporkan kepada Bupati tentang
kinerja Rrrmah Sakit;

d. memberikan nasetrat kepada Direktur
dalam. melaksanakan pengetrolaa-rr Rumah
Sakit;

e. rnelaksanakan evaluasi dan penilaian
kinerja. keuangane dan nonkeuangan, serta
mernberikan saran dan catatan penting
untuk ditindak-lanjuti oleh llrirektur; dan

f. rnernorritor tindaklanjut hasil evaluasi dan
penilaian kine{a.

{5) Dewan Pengawas berwenang:
a. rnenerima- dan mernberikan penilaian

terhadap laporan kinerja dan keuangan
Rumah Sakit dari Direlrtur;

b. rrrenerim.a laporan trasil pemeriksaan yang
dilakukan oleh Satrran Perneriksa- Internal
Rumatr Sakit depgarr sepengetahuan
Direlrhrr dan rrreineintarr pelaksanaan
rekomendasi tindak lanjut;

c. meminta penjelasan dari Direktur
dan/atam pejabat lainnya rnengenai
penyelenggaraarr pelayanan di Rurnah
Sakit sesuai derrgan Pedonaan Irrternal
Rumah Sakit um.urn Daerah $wspital bA
lanas);

d. rneminta penjelasarr dari kornite atam unit
nonstruktural di Rurnatr Sakit terkait
pelaksanaan trrgas dan frrngsi Dewan
Pengawas sesrrai derrgan Pedornan
Internal }lumah Sakit {Jmurn Daera}r
{lwspitat bg laws);

e. berkoordinasi dengan Direktur dalarn
rnenJnrstlls. Peratrrran Internal Rurnah
Sakit Urnum Daera.L {hrlspital bA lanasl
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untuk ditetapkan aletr Pemilik; dan
f. rrrernberikan rekornendasi perbaikan

terhadap pengelolaan Rum.ah Sakit.
Tanggung jawabnya mencakup narrun tidak
tertratas pada:
a. menyetujui dan mengkaji visi dan misi rumah

sakit secara periodik dan memastikan bahwa
masyarakat meagetahui visi dan misi Rumah
Sakit;

b. Menyetujui berbagai strategi dan rencana
operasional rumah sakit yang diperlukan untuk
berjalannya rumah sakit sehari-hari;

c. menyetujui partisipasi rumah sakit dalam
pendidikan profesional Kesehatan dan dalam
penelitian serta mengarnrasi mutu dari program-
program tersebut;

d. menyetujui dan menyediakan modal serta dana
operasional dan sumber daya lain yang
diperlukan untuk rnenjalankan rurnah sakit dan
memenuhi misi serta rencana strategis rumah
sakit;

e. melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi
dengan menggunakan proses dan kriteria yang
telah ditetapkan;

f. mendukuag peningkatan mutu dan keselamatan
pasien dengan menyetujui program peningkatan
mutu dan keselamatan pasien;

g. melakukan pengkajian laporan hasil
pelaksanaa.n program peningkatan mutrr dan
keselamatan pasien setiap 3 (tiga) bulan sekali
serta memberikan umpan balik perbaikan yang
harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi
kembali pada pertemuan berikutnya secara
tertulis;

h. melakukan pengkajian laporan manajemen
risiko setiap 6 {enam} bulan sekali dan
memberikan umpan balik perbaikan yarrg harus
dilaksanakan dan frasilnf? dievaluasi kembali
pada pertemuan berikutnya secara tertulis; dan

i. Khusus mengenai' struktur organisasi rumah
sakit, hal ini sangat bergantung pada kebutuhan
dalam pelayanan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dewa.n Perrgawas melaporkan pelaksanaan
trrgasnya kepada Bupati secara berkala
paling sedikit 1 (satu) kati dalarn 1 (satu)
tahun dan sewaktrr-qraktu diperlukan.

Bagian Ketiga
Keanggotaan Dewam Pengawas

Pasal 17
(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan

sebanyak 3 (tiea) orang dan 1 {satu} orang

{71
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diantara arrggota Dewa.n Pengawas
ditetapkan sebagai Ketua Dewarr Pengawas.
Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur:
a. Pejabat Perangkat Daerah yang berkaitan

dengan kegiatan Rrrmah Sakit;
b. Pejabat dilingkungarr satuan kerja

Pengelola Keuangarr Daerah; dan
c. Terraga a.Lli yang sesuai de*gan kegiatan

Rumah Sakit.
Pengang!<atan anggota Dewan Pengawas tidak
bersarrraarr waktunya dengan pengang$atan
Pejabat Pengelola Badan Layanan lJrnum
Daerah (BLUD).
I(riteria yang dapat dirrsrrlkan n.enjadi Dewan
Pengawas adalatr:
a. memiliki dedikasi dart mernahami

masala.h yang berkaitan dengan kegiatan
Ruma-tr Sakit serta dapat rm"enyediakan
waktu yang cukup untuk melaksa.nakan
tu.gasnya;

b. manrpu melaksarrakan perbuatan hukum
dan tidak pernah dinyatakan pailit atau
tidak pernah mer{adi Direktrrr, atau
Dewan Pengawas yang dinyatakan
bersalah sehingga menyebabkan suatu
badan usaha pailit atam orang yang tidak
pernah melakukan tindak pidana yang
merugikan Daerah; dan

c. rrreurpunyai kompetensi dalarn bidang
manajemerr keuangan, sttrnber daya
rnanusia dan mem.purryai komitrnen
terhadap peningkatan kualitas pelayanan
publik.

Bagran Keem.pat
Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Pasal \s"
Bupati melaksandkan penilaian kineda
Dewan Pengawas.
Penilaian sebagaimana dim.aksud pada ayat
(1) dilaksanakan secara periodik sesuai
derrgan ketenfilan Peraturan Perrndang-
undangan.
Penilaian sebagaimana dim^aksud pada ayat
(2) dilakukan berdasarkan hasil penilaian
mandiri {self assessrnerrt} yang dilakukan
oleh Dewan Pengawas.
Penilaian sebagairnana dimaksud pada
ayat {3} terdiri:
a. aspek perrgawasarr;
b. aspek pelaporan; dan
c. aspek dinarnis.
Aspek pengawasan sebagaimarra dirnaksud

(3)

(4)

(3)

(4)

( 1)

(21

(s)
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penilanan lleula,]. Pengawas dan l<oncLtsl
keuangan.
Aspek dinarnis sebagaimana rlirnaksud pada
ayat (41 truruf c terdiri dari indikator yang
menggarnbarkan pening$atan kornpetensi
Dewan Pengawas.

Bagian Kelirrra
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 19
iVlasa jabatan arlggota Dewant Pengawas
ditetapkan sela:r.a 5 [ima] tahun, dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan berikutnya.

(2) Anggota Dervan Pengawas dapat
,diberhentikan sebelum walr.fir,pya.

(3) Pemberhentian Anggota Dewan Perrgawas
sebelum waktunya apabila:
a. tidak dapat m.elaksanakan tugasnya

dengan baik;
b. tidak melaks4naka+ k_ete-n!qq41 Fer4trrr4q

Perundang-undangara;
c. terlibat dala:rr Tindakan yarag merrrgikan

Rumah Sakit;
d. dinyatakan bersalah dalam putusan

pengadilan karena melakukan tindak
pidana darrl.atam kesalatran yang
berkaitan dengan tugasnya yang telah
rnempunyai kekuat"dr hgkorn tetap;

e. mengundurkan dit'i " atas permintaan
sendiri; ( \

f. terlibat dalarn tindakan kecurangan yang
rrrengakibatkan kerugian pada Rrrrnatr
Sakit, Negara, dan/atau Daerah;

g. meninggal dunia;
h. berhalangan tetap rnaksimal 6 (enarn)

bulan berturut-turut; dan
i. adanya penyederhanaan organisasi.

Bagian Keenam
Selrretaris Derryen Peagawas

Pasal 2O
(1) Bupati dapat rnengangkat Sekretaris Dewan

Pengawas untuk rrendukung kelancaran
t. ugae Dewart Perr"ga-was.

(1)



-ro-

Sekretaris Dewan Pengawas bukan
merupakan afl.ggota Dewan Pengawas.
Sekretaris Dervan Perrgawas diangkat atas
usrrla:r Dewan Perrgawas.

Bagian Ketujuh
Rapat Dewarr Pengawas

Pa-sal 21
(1) Rapat Dewarr Perrgawas merupakan rapat

yang diselenggarakan oletr Dewam Pengawas
untrrk rnem.hahas hal-ha1 yang dianggap
perlu dalarrr melakukan kegiatan pernbinaan
dan pertgawasanr serta memberikan nasehat
kepada. Direktur.

(21 Peserta rapat Dewan Pengawas adalah:
ketua Deuran Pengawas rnerangkap anggota";
anggota Derrran Pengawas;
sekretaris Dewan Pengawas;
Direktur; dan
pihak lain yang ditentukan oleh Dewan
Pengawas apabila diperlukan.

(3) Pengambilarr keputusan rapat fi)ewan
Pengawas harus diupayakan nnelalui
rnu syaw.arah untuk rnufakat.

(a) Datarn hal tidak tercapai rrmfakat, maka.
keputrrsan dia:nbil berdasarkan suara
terbalayak.

Pasal 22
Rapat Dewan Pengawas sebagaifirarra dirnaksud
dalam Pasal L9 ayat (1) terdiri dari:
a". rapat rutin;
b" rapat tahurran; dqrr
c. rapat ktmstrs. I

Pasal S3
(1) Rapat rutin sebagairrrana dimaksud dalam

Pasal 22 }at:rrluf a diselenggarakan oleh Dewan
Pengawas secara terjadwal dan bukan
teruasuk rapat tal-urran dan rapat ktmsus.

(2) Rapat rutin Dewan Pengawas dilaksanakan
paling sedikit 6 (errarnl kali datra:rr setahun.

(3) Rapat rutin Dewam Penga'was m.erupakan
rapat koordinasi untuk merrdiskusikan,
meminta klarifikasi atau alternatif solusi dari
berbagai rnasalatr yang ditradapi oleh Rurnah
Sakit.

4) Setrrretaris Dewan Pengawas l3aerlyam.paikan
urrdangan kepada Ketua dan aneggota Dewan
Pengawas, Direkilrr, Komite da:r pihak lain
untrrk lnenghadiri rapat rutin paling lambat 2
(dua) hari kerja- sebelr.rn rapat tersebut
dilaksanakan.

(21

(3)

a.
b.
c.
d.
e.
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(5) Setiap r.rndangan rapat yang disarnpaikan
oletr sel<retaris Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
rnelarnpirkan:

1 (satu) salinan agenda;
1 (satu) salinan risalah
sebeh.rsanya; dan/atau
1 (satu) salinam risalah
sebelrrrrrrrya.

Pasal 24
Rapal tehunarl *ebagaima$a dirya&snd
dalam Pasal 22 truruf b adalah rapat yang
diselenggarakan oletr Dewan Pengawas setiap
tahun,dengan tujuan untuk menetapkan
kebijakan ta}.unan opera-sional Rrrmah Sakit.
Rapat ta.Lunan sebagaimana dirnaksud pa.da
ayat (1) dilaksanakan sekali dalam 1 (satu)
tahun.

(3) Dewan Pengawas menyiapkan

a.
b.

c.

rapat rutin

rapat k}.usrrs

(1-l

(2t

menyajikan laporan nmllm keadaan
Layanan Llm.um. Daerah term.asrrk
keirangan yang tela.tr diaudit.

dan
Badan

laporan

Pasal 25
(1) Rapat khusus sebagairrrana dirnaksud dalam

Pasal 22 huruf c diselenggara"kan oletr
Dewan Pengawas untuk rrenetapkan
kebijakan atam hal-hal klrusus yang tidak
termasuk dalam rapat rutin ulaupun rapat
tahunan.

(21 Dewan Pengawas' rrrengundang untuk rapat
khus's dalarn hall
a. terdapat perooasalatran penting yang

trarus segera diputuskan; dan / atau
b. terdapat permintaanl yatrrg ditandatangani

anggota Dewan', Pengawas.
(3) Undangan rapat khrrsrrs disarnpaikan oletr

Sekretaris Dewane Pengawas kepada peserta
rapat paling larnbat 2 (dua) hari kerja
sebelurr rapat ktrusrrs tersebut
diselenggarakan.
Undangan rapat lrtmsus harus
mencantumkan tr4'uan pertemuan secara
spesilik.
Rapat klrusrrs yarag dirninta. oletr Anggota
DeWa.n PengaWas sebagaifra:ra dirnalisud
pada ayat {2} huruf b, harus diselenggarakan
paling larubat 7 (tujuh) hari setelah
diterirnanya srrat permintaan tersebut.

{41

(s)
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(3)

Pasal 26
Setiap rapat dirryatakan sah apabila
undangan telah disarnpaikan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27
Da1arn hal Ketua Derxran Perrgawas
bertralangan hadir, dan telatr rnerrrermtri
kuorurrr, rnaka anggota Dewan Pengawas
dapat rnemilih Pejabat Ketua untuk
rnem.impin rapat.
Pejabat K-etua se,bagaimana disqakeud pada
ayat (U berkew4iiban noelaporkan hasil
rapat kepada Ketua, Dewarr Pengawas pad"a
rapat berikubeya..
Rapat Dewan Pengawas tranya dapat
dilakerytakan apab_{a telah rrtetnenuhi
kuorrrr.
Kuorum. terperurtri apabila dihadiri oleh 2 / 3
(dua pertiga) anggota. Dewan Pengawas.
Bila kuorurn tidak terpenuhi dalarn waktu
setengah jam dari waktrr rapat yang telah
diterrtukan, rrrska rapat ditangguhkan
paling lama 1 (satu) mirrggu bqrikutnya.
Bila kuorurn tidak juga tercapai dalam
waktu setengah jam. dari waktrr rapat
yang telah ditentrrkan pada rninggu
berikutnya, rrrska rapat segera
dilanjutkan dan segala keputusa.n yang
terd"apat dala:n risalal- rapat disahkan
dalasr rapat Dewan Pengawas berikutnya.

Pasal 28
Setiap rapat Dewan Perrgawas harus
dibuat notrrlen rapat.
Notulen rapat Derxrah 'Perrgawas menjadi
tanggung jawab Selcretaris Dewan
Pengawas.
Notulen rapat Dewam Perrgawas trarus
disahkan dalam waktrr paling la::rra 7
(tujuh) hari setelah rapat diselenggarakan,
dan segala putusan dalara rrotrrlen rapat
tersebut tidak boieh <iilai<sanaan sebeiurn
disahkan oletr seluruh anggota Dewan
Pengawas.

Pasa1 29
Derxran krrgawas dapat raerrgubalr atau
rrrernbatalkan setiap putusan yang diambil
pada rapat rutin atam rapat khusus
sebelurnfryd, apabila perubatran atau
pembatalan tersebut dicantrrmkan dalarn

(41

(5)

(6)

(u

(21
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pemberitahuan atalr undarrgarr rapat
sehagafu:naraa ditentukan dalam Pedonnan
Interreal Rum.ah Sakit lJm.um- Daeratr
$Iospital Bg Laws)-

t2) Dala:n ha1 usrrl perubahan atan
pembatalan putusan Dewan Pengawas
tidak diterima dalam rapat tersehut, maka
usulam irai tidak dapat diajukan lagi datarn
kurun waktu 3O (tiga puluh) hari kalender
tertritung sejak saat ditolalcrrya u.sulan.

Bagian Kedelapan
Biaya Dewan Pengawas

Pasal 3O
Segala biaya yang diperlukan dalam
pelaksanaan trrgas Dewan Pengawas terrnasrrk
honorarium. anggota dan sekretaris Dewan
Pengawas dihehankerr pada Rulrral. Sakit dan
dirnuat dala:rr Rencama Bisnis darr Anggaran
(RBA).

BAB VII
PENGOIIGANISASIAN RUMAH SAKIT

Pasal 31
Organisasi Rurnah Sakit terdiri dari:
a. Pejabat Pengelola;
h. Qrganisasi pelaksanal dan
c. Organisasi perrdukurrg.

Bagia:r Kesatu
Pejabq! Pe:rgelola

Pa"sal 32
Pejabat pengelola sebagairnaaaa dimaksud
dalam Pa-sal 31 huruf ai terdiri:
a. Direktrrr;
b. Kepala Ba#an Tata lJsaha, m.em.bawalei:

1. Kepala Subbagian tlrrrum, Hurnas dan
Perlengkapan;

2. Kepala Subbagian Kepegawaian; dan
3. Kepala Subbagian Hukum. dan

Pelaporan
c. Kepala Bidang Felayanan rrrembawahi:

1. Kepala Seksi Pelayanan dan Penurljang;
dan

2. Kepala Seksi Fanrna.si dan Logistik.
d. Kepala Bidang Keperawatan membawahi:

1. Kepala Seksi Asutram Keperawatan;
dan

2. Kepala Seksi Surnber Daya Manusia
Keperawatan.
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e. Kepala Bidang Keuangan dan Perencanaan
membawahi:
1. Kepala Seksi Pererrcanaan; dan
2. Kepala Seksi Perbendaharaan.

Pasal 33
Organisasi pelakaarxa sebagaimarra dimaksud
dalarn Pasal 31 huruf b huruf b, terdiri dari:
a. Instalasi; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34
(1) Organisasi pendukung sehagaimana

dimaksud dalarm. Pasal 31 truruf c, terdiri
dari:

Satr.ran Pengawas Internal;
Komite Medik;
Komite Keperawatar-r;
Komite Farrr.asi dan Terapi;
Kornite Rekam Medis;
Tirn Pencegatran dan Pengendalian
Infeksi (PPI[

g. Komite Peningkatant Mutrr dan
Keselamatan Pasien (PMKP);

h. Tim Keselarnatan dan , Kesetratan
Kerja (K3); dan

i. Korr.ite Tenaga Kesehatan lainnya.
(21 Bagan struktrrr organisasi Rurnah Sakit

tercantrrm dala:rr Lampiran yang
rnerupakan bagran tidak terpisaJekan dari
Peratrrran Bupati ini.

Paragraf 1

Direktur

Pasal S5(1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur
harus mernerrtrhi persyaratan sebagai
berikut:
a. berstatrrs Pegawai Negeri Sipil;
b. rnemiliki pangkat Pembina golongan

ruang \V / a pangkat atau 1 (satu)
tingkat dibawa}.rrya;

e, besprofesi deker/dokter sg.r yans
mernenLlhi kriteria keatrlian, integritas,
kepemirnpinan dan pengalaman di
bidang perurnah sakitan ;

d. berkelakuan baik dan rnerniliki
dedikasi untrrk nrengernbangkan usaha
glrna kernandirian Rumah Sakit;

e. mampu melaksanakan perbuatan
hukum dan tidak pernatr rnenjadi

a.
b.
C.

d.
e.
f.

pernlmp1rl perusahaan yang
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dinyatakan pailit; dan
f. bersedia membuat Surat Perrryataan

Kesanggupan unflrk mer{alankan
praktik bisnis yang sehat di Rurrah
Sakit.

Ttrgas Direlctur adala}':
a. firerr5rusu.li. rerrcarra kerja dengan

menetapkan rencana kerja tahunan;
b. rnernbagt tugas bawalean dengan

membuat disposisi tugas sesuai
derrgan trrgas dan fungsi;

c. rnerurntlskan kebijakan pelaksanaan
Progra:rr Bagran Tata. Usa.tra, meliputi
Subbagian IJrnurn, Huma.s dan
Perlengkapan, Kepegawaian dan
Hukurn da:r Pelapora.n serta Bidang
Pelayanan meliputi Pelayanan dan
Penunjang dan Farmasi dan Logistik
eerta Bida-rrg Keperawatan meliputi
Asr-rhan Keperawatan dan Surrrber
Daya Manusia Keperawatan, serta
Bidang Keuangan dan Perencanaan
meliputi Perencanaan dan
Perbendalra-raanu

d. melaksanakan koordinasi dan
pernbinaan pelaksanaarl Program
Bagian Tata Usatr.a rneliputi Subbagian
Lfrnurn, Hurr-as dan Perlengkapan,
KepegAryan4n, daa HukUnr dart
Pelaporan Bidang Pelayanan raeliputi
Pelayanare dan Penur{ang dan Farmasi
dan Logistik serta Bidang Keperawatan
rneliputi Asutran Keperawatan dan
Surnber Daya Mantrsia Keperawata-rr,
serta Bidang Keuangan dan
Perencanaan meliputi Perencarraan
dan Perbendaharaan;

e. rnenetapkan prftrain-prograrn kerja
BagjsP Tata Usaha

f. melaksanakan evaluasi pencapaian
target visi, rrisi da:e outcotne dari
pelaksanaan prograrn Bagi611 Tata
usal-a, Bidang Pelayanan, Bidang
Keperanxratan, da:r Bidang Keua.ngan
dan Perencanaarl; dan

g. menetalran tugas kedina.san lainnya
yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan linskup tugasnya.

Fungsi Direktur adala.L:
a. pereyelenggara pelayanan medis dan

norr. medis;
b. perryelenggara pelayanan perawatan

dan rujukan;
c. penyelerrggara pendidika:e, pelatihan,

peneiitian dan perrgenebangan; dan

(3)
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d. pelaksana trrgas lain yang diberikan
oleh atasan;

(4) 'Wewenang Direktur adalatr:
a. menetapkan kebiiakan

b.

operasional
Rumal. Sakit;
menetapkan perattrram, pedoma.n,
petunjuk teloeis dan prosedur tetap
Rumah Sakit untuk mer{alankan visi
dan misi Rurrrah Sakit;
mengikutsertakan dokter pada
asrrransi tanggunggugat profesiorr.al ;
rrrerrglrsulkan kepada Bupati mengenai
pengangkatan, perrrindahan dan
perrberhentian;
merr"gangkat dan mernberhentikan
pegawai Runaall Sakit sesuai peraturan
perundang-undangan;
menetapkan hat-hal yang berkaitan
dengan hak darl kewajihan pegawai
Rurnal. Sakit sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan ;
memberikan penghargaan pegawai,
kar5rawan dan profesional yang
berpreet.asi tanpa atau dengan
sejumlah uang yang besanrya tidak
rnelebihi ketentuara yang berlaku ;
memberikan sanksi yang bersifat
rrrendidik sesrrai dengan peratrrran
yasg berlalru;
rnengLrsulkan pengangkatan dan
perrr.berhentian Kepala Bidang dan
Kepala Bagian kepada Bupati;
mendatangkan ahli, profesional
konsultan atam lembaga. independen
manakala diperlukan;
menetapkan organisasi pelaksana dan
organisasi pendukung dengan uraian
trrgas masing-maping;
menandatantg_ani ) pe-tian$ian dengan
pihak lain untuk jenis perjanjian yang
bersifat teknis operasional pelayanan;
mendelegasikan Sebagian kewenangan
kepada j aj aran dibawatrnya;

n. rnemjnta pertanggungiawaban
pelaksanaan trrga,s dari sem.na Kepala
Bidang dan Kepala Baglan; dan

o. menetapkan proses untuk mengelola
dan merrgendalikan srrmber daya
rnanrrsia dare kerrangan sesuai
peraturan perundang-und angan.

Tanggurrg jawab Direktur meny€ur,gkut
hal-hal sebagai berikut:

Kebenaran kebijakan Rumah Sakit;
kelancaran, efelrtivitas dan e{isiensi
keglatan Rumah Saldt;

c.

d.

e.

f.

6
b'

h.

J.

k.

s)

a.
b.
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c. kebenaran prograrn keda,
pengendalian, perrgawasarr dan
pelaksa:raan serta laporan
kegiatannya;

d. rneningkatka:r akses, keterjangkaman
dan mutu Pelaya-rrarr Kesetratan;

e. rnenjam.in kepatrrtran Rrrrrrah Sakit
terhadap Peraturaa Perundang-
undangan;

f. menjarria kepatuhan staf Rum.atr Sakit
dalam implem.er:ta.si serlua regulasi
Rrrrrah Sakit yarag telah ditetapkan
dan disepakai bersanrra; dare

g. menindaklanjuti tertradap serrru"a
laporarr dari trasil perneriksaa-rr dari
badan audit eksterrra.l.

(6) Direktur dapat diberhentikam karena:
a. meninggal dunia;
h. berhalanga.n secara tetap selama 3

(tiga) bula:r berturut*turut;
c. tidak melaksanakan tugas dan

kewajiban dengan baik;

(u

(21

d. melanggar
kebijakas'

ketatausatraa.rr,
penlrusurla-n.

visi dan rnisi,
atau keterrf-Ban lain

rrrengoordinasika"n
prograrn / perenc arlaa-rr,

yang telah ditetapkarr;
e. rnengurrdurkan diri karena alasan yang

patut; dan
f. terlibat dala:r. suatu. perbuatan

eqela4gggr ,hukqqt ya_r1g ancanrran
hukum.an pidareanya 5 (lima) tatrun
atau lebih.

Paragr:af 2
Kepa1a Bagianr Tata Usaha

Pasal 36
Tugas Pokok Kepala Ba#an Tata Usa}-a
adalah m.enyelengghraltan ad.ministrasi
Rumah $akit meliputi Suh,bagi:aa ffmum,
Hurnas dan Perlengkapan, Kepegawaian
dan Hukum, dan Pelaporan"
Kepala Baglan Tata Usaha merrpurryai
tugas pokok rnelaksanakan sebagian
tugas Direkttrr dalam eae{-utna -rskan dryr
rnen5rusurl bahan kebijakan teknis

rnelaksanakan administrasi perkantoran,
adrninistrasi kepegawaian dan m.engelola
barang irrrrentaris serta r:'errgoordinasikan
penJrusuraarl laporan pelaksanaan
kegiatan satrran kerja. perangkat daerah.
Bagian Tata Usaha mempurryai uraian
tuge-s sebagei berikut:
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a.

b.

c.

d.

meneliti dan meneruskan surat-surat keluar
dan surat-surat masuk kepada Direktur;
melaksanakan telaah terhadap surat
dokumen/masalah untuk disusun alternatif
pemecahan dan disampaikan kepada
Direktur;
melaksanakan penyebarluasan kebijakan
Direktur;
meiaksanakan koordinasi dengan bidang-
bidang;
memberi petuajuk kepada bawahan di
lingkungan Bagian Tata Usaha dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk
dan ketentuan yang berlaku sehingga
tercapai efektifitas dar efisiensi pelaksanaan
tugas;
membagi tugas atau kegiatan kepada para
bawahan diling|<ungan bagran Tata Usaha
dengan memberikan arahan haik secara
disposisi maupun lisan sesuai dengan
permasalahan dan bidang tugasnya masing-
masing;
memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil
kerja b.awahaa guna penyernpurrraan lahih
lanjut;
menilai kinerja bawahan berdasarkan
ketentuan yarrg berlaku untuk dipergunakan
sebagai bahan dalam peningka{am karier;
rnc4ghi1=r_rpq11 dag EerppelAjar pe{aturan
perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-
bahan lainnya yang berhubungan dengan
Sub Bagian Tata Usaha secara rutin maupun
berkala untuk pengembangFn wawasan
pengetahuan dan kemampuan;
memberikan saran pertimbangan kepada
Direktur tentang langkah-langkah atau
tindakan yang perlu diambil baik secara
tertulis maupun lisan sebagai alternatif
pilihan dalam pengatrnbilan keputusan;
menginventarisasikan permasalahan-
permasalahan sesuai bidang tugas Bagian
Tata. Usaha secara rutin maupun berkala
sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
menghimpun dan mempelajari peraturan
perundang-undangan, kebdakan teknis,
pedoman dan petunjuk tei<nis serta bahan-
bahan latnrrya sebagai pedoman dan
landasan kerja;
menghimpun, membuat dan mengevaluasi
l,aporan akuntabilitas kinerja triwulan,
semester dan ta-hunan dilingkungan Be#an
Tata Usaha;
menyiapkan bahan-bahan dalam rangka
pen5rusunan kebljakan, pe<ioman, cian

h.

l.

1.

J.

k.

m.

n.
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petunjuk teknis
tahunan;

serta program kerja

o. menginventarisasi permasalahan
diiingkungan Bagian Tata Usaha serta
menyiapkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah;

p. melakukan koordinasi dalam proses
perencanaan, pelaks€Lnaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan;

q. melakukan koordinasi dengan satuan kerja
perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan
tugas Bagran Tata Usaha; dan

r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh
Direktur baik secara tertulis maupun lisan
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Tata Usaha da.lam melaksa::akan
tugasnya menjalankan furegsi seba,gai
berikut:
a. perumusarr progrern kerja, rencana

kegiatarr dan rencarra strategis
(RENSTRA) Rum.ah Sakit tJmum
Daerah Natuna;

b. perr5rusu.nara bahan kebijakan dan
petunjuk tehis penataan admiaistrasi
Rurr.a}- Sat<it lJmum. Daerah Natuna;

c. pelaksana-an Bagian Tata Usa-ha
Rumah Sakit;

d. pelaksanaan fasilitas dan koordina.si
pernb.inaar,r dan adrninistrasi Baglan
Tata Usatra meliputi Subbagian tJmum,
Hum.as dan Perlengkapan,

Hukurn danKepegawaian dan
Pelaporan;

e. koordinasi pelaksanaan
kerumahtanggaare Rumatr Sakit lJrnum
Daerah; dan

f. pelaksanaan tugas lain sesuai trrgas
dan filngsinya.

Bagian Tata Usaha melnpdnyai wewenang terdiri
dari r
a. mengendalikan kelengkapan dokumen

kepegawaian yang harus dimiliki, dan
b. mengendafikan urusan rumah tangga dan

perlengkapan rumah sakit.
Bagran Tata Usaha dalam melaksanakan
tanggung jawab sehagai berikut:
a. kebenaran dan ketepatan dalam

menstrategikan jalannya Rumah Sakit secara
baik dan benar;

b. kebenaran dan ketepatan dalam
pelaksanaan jalannya Rumah Sakit secara
baik dan benar; dan

c. melaporkan strategi dan pelaksanaan Rumah
Sakit secara berkala kepada Direktur Dewan
Pengawas.

(s)

(6)
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(71 Bagian Tata Usaha terdiri dari:
a. Subb.agran lJmum, F{um.as dan

Perlengkaparr;
b. Subbagian Kepegawaian; dan
c, Subbagran Hukum dan Pelaporan-

Pasal 37
Sub Bagian llmuno, Humas dan
Perlengkapan rnernpunyai tugas pokok
rnelaksanakan kegiatan tlrrr.tlrn,
Ketrumasan dan Perlengkapan Rumah
Sakit IJm.urr Daeral- Naturr,a sesuai
Peraturag Perundarrg-undangan.
Subbagian lJrnalrn, Hurnas dan
Perlengkapan m.em.iliki uraian fugas
seba-gai berikut:
a. menJrusun prograrn ke{a, renca:ra kegiatan

dan feaeana stTa_te$q sub ba.glaa qrnum,
humas dan perlengkapan;

b. menyusun rencana program dan kegiatan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya,
sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
sesdai dengan peraturan yang telah
ditetapkan;

c. menJrusun renca.na kebutuhan pengadaan,
perlengkapan dan peralatan kantor serta
pemeliharaan barang-barang inventaris
rumah sakit;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi
surat men5rurat dan kearsipan;

e. melaksanakan pengelolaan daftar barang-
barang inventaris;

f. melaksanakan kegiatan kehumasan dan
keprotokolan, Rumah Sakit Umum Daerah
Natuna;

g. melaksanakan peng?manan rumah sakit;
h. menyelenggarakan ddrniiristrasi rumah sakit

dan ketatausahaan;
i. menciptakan suasana ke{a yang harmonis

dilingkungan sub bagian umum, humas dan
perlengkapan sehingga dapat bekerja dengan
baik;

j. melaksanakan koordinasi rapat dinas yang
diseienggarai<an oieh pimpiaan;

k. melaksanakan urusan rumah tangga rumah
sakit umum daerah natuna meliputi
kebersihan lingkungan rumah sakit,
kendaraan bermotor, halaman dan
pertamanan, pengelolaan asrama, mes dan
rumah dinas;

1. melaksanakan pengadaan barang dan jasa
dilingkungan rumah sakit umum daerah
natuna;

{21



m. melaksanakarl pemeliharaan gedung rumah
sakit umum, rurnah diaas, mes dan
kendaraan bermotor;

n. membagi tugas kepada bawahan dengan
cara tertulis atau lisan agar dapat di proses
lebih lanjut;

o. memberi petunjuk kepada bawahan dengan
cara tertulis atau secara lisan agar bawahan
mengerti dan memahami pekerjaannya;

p. memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan
hasil kerja untuk mengetahui adanya
kesalahan atau kekeliuran serta upaya
penyempufiraannya;

q. menilai kinerja para bawahan dilingkungan
Sub Bagian Umum, Humas dan
perlengkapaa berdasarkan F;etentuan yang
berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan
dalam peningkatan karier; dan

r. rnemherikan sarall pertimhangan kepada
kepala bagian tata usaha tentang langkah-
langkah atau tindakan yang perlu diambil
baik secara tertulis maupun lisan sebagai
alternatif pilihan dalam pengambilan
keputuear-r.

s. menginventarisasikan permasalahan-
permasalahan sesuai bidang tugas
subbagtan umum, humas dan' Perlengkapan
secara rutin maupun berkala sehagai bahan
daeAr penleqahar-r lrra,sal4h ;

t. mengonsep naskah dinas sesuai bidang
tugas Sub Bagran Umum, Humas dan
Perlengkapan berdasarkan disposisi atasan
agar tersedia konsep naskah dinas yang
dibutuhkan;

u. menghimpun dan mempela-lari peraturan
perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk telaris serta bahan-
bahan Larnnya qebasai pedoman dan
landasan keqia; t

v. melaporkan pelhksanaan tugas dan kegiatan
kepada atasan secara lisan maupun tertulis;

w. mengevaluasi pelaksanaan tugas
berdasarkan data., informasi dan laporan
yang diterima sebagai bahan
penyempurnaan lebih lanjut; dan

x. melaksanakan tugas-tugas lain yang
diserahkan oleh pimpinan sesuai bidang
tugas dan tanggung jawabnya.

Sub Bagian lJmurr., FIumas dan
Perlengkap€m rnernpunyai wewerra.rag yang
terdiri dari:
a. meminta pendapat dan petunjuk kepada

Kepala Bidang Tata Usaha;
b. mengajukan usulan kegiatan dan rencana

anggaran untuk kebutuhan sarana <ian
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prasarana; daIl
c. memheri usulan kepada atasan dalam

menentukan kebi$akan dan prioritas
perbaikan dan pergantian peral atan.

Sub Ba.gran L]rrlurn r Hrurras dan
Perlengkapan bertanggung jawab terh.adap
hal-hal sebagai berikut:

kebenaran dan ketepatan dalam
menstrategikan jalannya Rumah Sakit
secara baik dan benar;
kebenaran dan ketepatan dalam
pelaksanaan jalannya Rumah Sakit secara
baik dan benar; dan

c. melaporkan strategi dan pelaksanaan Rumah
Sakit secara berkala kepada Direktur dan
Kepala Bagian ?ata Usaha.

tU Kepala
Pasal 38

Subbagiaa Kepegawaian
mempurryai tugas pokok mengelola
adrninistrasi kepegawaian rreliputi
kenaikan pangfuat, gadi berkala, pengqjuan
pension, rr.em.buat daftar urut
kepangkataai kesejahteraaa pegawai dan
mutasi staf pelaksana di lingkungan
Rumatr Sakit tknum Daera"l Natuna serta
melaksanakan ttrgas di bidang pendidikan
dan pelatihan meliprrti penatararl, kursus,
blgbiqgg4 tfuiq dan selaag4iqy.4 sesuai
dengan Peraturan Perur:.danyrrndangan.

(21 Subbagian Kepegawaian rrernpunyai
uraian tugas sebagai berikut :

a. rnelaksanakan rerrcana kegiatan di
bagran kepegawaianl

b. rnernba# ttrgas, rrremberi petrrnjuk,
memeriksa, mengoreksi dan menilai
kineda kepada bawahan di Subba.g
Kepegawaian ailr+ melaksanakan
trrga-s sesuai ddngan petur{uk dan
ketentuan yang berlaku sehingga
tercapai efektifitas dan efisiensi
pelaksa:raan tugas;

c. rnenyiapkan dan neengelola data dalarn
rangka perrgelolaan administrasi
kepegawaiarx;

d. rnerr5rusun petunjuk tekrris pengelolaan
administrasi kepegarvaian ;

e. rnengelola adm.inistrasi kepegawaian
dan pengelolaan data kepegawaian;

f. merryiapkan bahan administrasi
kepegawaianl an:rtara lain kepatgkata n,
daftar urut kepangkatan, sasararr
kinerja pegawai, pengurrsan kenaikan
gaji berkala, kartu pegawai,
KarislKarsu, daftar hadir, cuti,

b.



a

g.
h.

1.

pelatitran, disiplin, perrg} argaan darr
pem.binaan pegawai, dan pengusrrlan
pensirrn;
rnengeiola kesejahteraan pegawai;
melaksanakan pengefirbangan
kerr,arr.puarr dan karir pegawai ;
m.engelola dan m"erlgembangkan sistem
informasi kepegawaian ;
mengelola sistem kepegawaian;
menghirnpurr
Peratrrrarr

dan rnempelajari
Perurrdan g-rr nd angart,

kebi$akan tekrris, pedoman dan
petunjuk teloris serta ballan-bahan
lainnya sebagai pedoman dan landasan
kerja;

1. menaberikan sa.ra"n pertimbarrgan
kepada pirnpinan tentang langkah-
langkah atau tindakan yang perlu
diarnbil haik secara tertulis maupun
lisan sebagai akterreative pilihan dalarn
pengarnbilan keputrr san ;

m. mengirrventarisasi permasala-han-
per.rreasalal.an sesrrai bidang trrgas
Subhagian Kepegaw"ai,an sesara rutin
firanpun berkala sebagai bahare da.sar
pemecal- rnasalatr;

n. rnelaporkan pelaksanaan , trrgas dan
kegiatan kepada ata-san secara lisan
g!,aupurl tertqlre;

o. rrrengevaluasi pelaksanaan
berdasarkan data, informasi
laporan yang diterirna sebagai
penyeIr'purnaarl lebih lanjut; dan

p. rrelaksanakan tuga.s-trrga.s lain
diserahkan oleh pirnpinan-

j.
k.

tugas
dan

bahan

yang

Pasa] 39
(U Subbagian Hr.kum dan Pelaporan

merrlpurryai tugas ! riengl<cordinasikan,
menJrusur3., naenyiapkan, melaksanakan
perurnusarr perencarlaalf- strategi
Subbagian Hukum dan Pelaporan serta
rnenJrusun" program kerja.

(21 Subbagian Hukum. dan Pelaporan
memiliki uraian tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan serta merumuskan
rencana strategis Rumah Sakit Umum
Daerah Subbagian Hukum dan Pelaporan;

b. menJrusun rencana prograrn dan kegiatan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya,
sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan;

c. melaksanakan koordinasi untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
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d. memfasilitasi dan melaksanakan
harmonisasi antar bidanglbagian,
subbbidang/subbagian produk hukum
dalam bentuk Peraturan Bupati/Surat
Keputusan Bupati, Peraturan DirekturlSurat
Keputusan Direktur, PerjanjianlMOu dan
produk hukum;

e. membagi tugas, memberi petunjuk,
memeriksa, mengoreksi d.an menilai kineda
kepada bawahan dalam melaksanakan tugas
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang
berlaku sehingga tercapai efektifitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas;

f. menyiapkan rencara kebutuhan bahan
bacaan, cetak dan Peraturan Perundang-
undangan;

g. memberikan saran pertimbangan kepada
pimpinan langkah-langkah atau tindakan
yarrg prlu diamhil baik secara tertulis
maupun lisan sebagai alternative pilihan
dalam pengambilan keputusan ;

h. menginventarisasikan permasalahan-
permasalahan sesuai bidang tugas
Subbagian Hukum dan Pelapqra$ $eaara
rutin maupun berkala sebagai bahan dasar
pemecahan masalah;

i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang
tugas Subbagian Hukum dan Pelaporan
berdaearkalr dispqsrsi atasau agar tersedia
konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

j. menghimpun dan mempelajari Peraturan
Perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teloris bahan-bahan
lainnya sebagai pedoman dan landasan
kerja;

k. melatrrorkan pelaksanaan tugas dan kegiatan
kepada atasan secara lisan maupun tertulis;

l. mengevaluasi pelq$sanaan tugas
berdasarkan data, 'informasi dan laporan
yang diten'ma sebagai bahan
penyempurnaan lebih lanjut; dan

m. melaksanakan tugas-tugas lain
diserahkan oleh pimpinan.

Subbagian Hukum dan Pelaporan
rnenapurryai weweraa:l.g yang terdari:
a. meminta. pendapat dan petunjuk kepada

Kepaia Bagian Tata Usaha;
b. mengawasi dan memberi petunjuk dan

arahan terhadap pelaksanaan tugas
bawahan;

c. memberi tugas dan perintah kepada staf
dibawahnya;

d. mengkoreicsi pekerjaan yang diberikan
kepada bawahannya; dan

e. mengambii tin<iakan untuk menyeiesaikan

yang

(s)



[ffi6-6 6ooRolN4sl
SEKRETARIS DAERAH

-rrI-

(u

(21

masalah atau menyelamatkan rumah sakit di
bidang Hukum dan Pelaporan.

(4) Subbagiare Hukunn d.an _ Pelaporan
bertanggung janvab terhadap sebagai
berikut:
a. kebenaran dal ketepatan dalam

menstrategikan jalannya Rumah Sakit secara
baik dan benar;

b. kebenaran dan ketepatan d,alam
pelaksanaan jalannya Rumah Sakit secara
baik dan benar; dan

c. melaporkan strategi dan pelaksanaan Rumah
Sakit secara berkala kepada Direktur dan
Kepala Bagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Kepala Bidang Pelayanan

Pasal 4O
Bidang Pelayanan merrrpunyai tugas
pokok rn'erurnnskan program kerja
bidang, r:relaksamakan pengendalian dan
peagayr.assni melaksanak.an kqgrdinasir
evalrrasi dan pelaporan.
Bidang Pelayanan rrerriliki uraian tugas
sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan serta rnerurnuskan

regqar.r'a str4tegls Rugrah Saklt Ugtum
Daerah Natuna Bidang Pelayanan;

b. rnen)rusun rerrca-na program. dan
kegiatan berdasarkarr kegiatan tahun
sebelumoya, sebagai bahan untrrk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan
peraturan yarig telah ditetapkan
dengam l merrrpertirrrbangkan
rekomendasi dari Komite rnedik;

c. rnelaksa:rakan 1 koprdinasi untrrk
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. mernbuat udulan ke Komite Medik
untrrk rnembuat rapat berhuburrgar.
dengan pelayanan kesehatan di Rumah
Sakit LJrr"unn Daera}. Natrrna;

e. mernbagr tugas kepada banvahan
dengan cara tertrrlis atam lisan agar
dapat di proses lebih lanjut;

f. rnemberikan petunjuk kepada
bawal-an dengan cara tertulis atam
secara lisan agar bawahan mengerti
dan m.em.aham i pekerj aanrrya;

g. merneriksa pekerjaan bawa"han
berdasarkarr trasil kerja untuk
mengetahui adanya kesalahan atau
kekeliruan serta upaya
perryelnpurn.aallnya;
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h. menilai kinerja para bawahan di
lingkungan Bidang Pelayanan
berdasarkan keterrtr:an untrrk
dipergunakan sebagai bahan dalam
peningkatan karir;

i. memberikan sa"ran pertimbarrgane
kepada Direlrtur tentang langkalr*
langkah atau tindakan yang perlu
d,ia:rr-bil baik secara tertrrlis m.aupurl
lisan sebagai alterrratife piliha:r dalarn
pengarnbilan keputusan;

j. menginventarisasikarr perrnasalahan-
perrnasalahan Bidang Pelayanan
seca-ra rutin rrraupurr berkala sebagai
bahan dasar pemecaharr masalatr;

k. rnenghirnpun dan mempel4ari
Peratrrran Perundang undangan,
kebijakan telrrris, pedoman dan
petunjuk telsris serta hahan - hahan
lainnya sebagai pedoma:e da:r landasan
kerja;

l. rnelaksanaka:e pengendalian dan
perrganxrasan di Bidang Pelayanan dan
Penurrjang Medrk €erta Farmasi dan
logistik;

m. melaporkan pelaksanaan tugas dan
kegiatan kepada pirnpinan, secara lisan
mau.pu.Ir- tertrrlis;

n. g1e$gqv{-uaei pe-lakganaan tugaq
berdasarkam data, informasi dan
laporan yang diterinna sebagai bahan
penyennpurrraarr lebitr lanjut; dan

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang
diserahkan oletr pfurrpinan sesuai
bidang trrgas dan ftrngsinya;

Fungsi Bidang Pelayanan sebagai berikut:
a. menJrusun dan merumuskan rencana

strategis TRENSTRA), Bidang Pelayanan;
b. melaksanakan progpam' dan kegiatan yang

tefah ditetapkan;
c. mempelajari, menelaah dan mempedomani

Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pelayanan;

d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sarna
dalam pelaksanaan tugas; darr

e. peLaksanaan tuga*tugas yang diberikan oleh
pimpinan.

Bidang Pelayanan mempunyai wewenang yang
terdiri dari:
a. meminta pendapat dan petunjuk kepada

direl<tur rumah sakit;
b. mengawasi da-:r memberi petunjuk dan

arahan terhadap pelaksanaan tugas
bawahan;

c. memberi tugas dan perintah kepada staf

(41
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d.
dibawahnya;
mengkoreksi pekerjaan yang diberikan
kepada bawahannya.
menilai DP3 bawahan; dan
memberikan tegura:r dan penilaian serta
penghargaan kepada staf di bawahnya.

Bidang Pelayanan bertanggung jawab terhadap
hal-hal sebagai berikut :

a. kebenaran dan ketepatan dalam
menstrategikan jalannya rumah sakit secara
baik dan beaar;

b. kebenaran dan ketepatan dalam
pelaksanaan jalannya rumah sakit secara
baik dan benar; dan

c. melaporkan strategi dan pelaksanaan rumah
sakit secara berkala kepada Direktur dan
Dewan Pegawas.

Bidang Pelayanan terdiri dari :

a. Seksi Pelayanan dan Peaunjang; dan
b. Seksi Farmasi dan logistik.

Pasal 41
Seksi Pelayanan dan Penunjang
lqeIllpunyai tsgae pokok
rnerryelenggarakan pelayanan dan
penurrjang rnedik dan perrga\ rasan dan
pengendalian pelayanan da4 penunjang
rnedik;
Se_ksi Pelqyaaan dan Penlr.njaag qrempunyai
uraian tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan serta merumuskan
rencara strategis {RENSTRA} Rumah Sakit
Umum Daerah Natuna bidang pelayanan dan
penunjang;

b. menyusurl rencana program dan kegiatan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya,
sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan; ! .'

c. melaksanakan koordinasi untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. mengendalikan dan menetapkan program
pelaksanaare pendukung pelayanan medis,
laboratorium, radiologi dan bagian-bagian
lain yang berhubungan dengan penunjang
medik;

e. melaksanakan pemantauan dan
pengendalian penggunaan alat/fasilitas
penuqiang medik;

f. memberikan laporan berkala mengenai
masalah ktrusus dalam pelaksanaan
kegiatarr pelayanan, laboratoriurn, radiologi
dan bagian-bagran lain yang berhubungarl
dengan penuajang medik;

g. membagi tugas i<epada bawahan d.engan

e.
t

(s)

(6)

(1)

(2)
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cara tertulis atau lisan agar dapat di proses
lebih lanjut;

h. memberi petunjuk kepada bawahaa dengan
cara tertulis ata.u secara lisn agar bawahan
mengerti dan memahami pekeryaanrryry,

i. memeriksa pekeijaan bawahan berdasarkan
hasil keda untuk mengetahui adanya
kesalahan atau kekeliuran serta upaya
penyempufilaannya;

j. menilai kinerja para bawahan dilingkungan
seksi pelayanan dan peauajans berdasarkan
ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan
sebagai bahan dalam peningkatan karier;

k. memberikan saran pertimbangan kepada
kepala bidang pelayanan tentang langkah-
langkah atau tiadakan yang perlu diambil
baik secara tertulis maupun lisan sebagai
alternatif pilihan dalam pengambilan
keputu*an;

l. menginventarisasikan permasalahan-
permasalahan sesuai bidang tugas seksi
pelayanan dan penunjang secara rutin
maupun berkala sebagai bahan dasar
pemecahan mamlah;

m. mengonsep naskah dinas sesuai bidang
tugas seksi pelayanan dan penunjang
berdasarkan disposisi atasan, agar tersedia
konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

n. 14eaghif_n_pu4 daa rnerupel4iari peraturan
perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk telceis serta bahan-
bahan lainnya sebagai pedoman dan
landasan kerja;

o. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan
kepada atasan secara lisan maupua tertulis;

p. mengevaluasi pelaksanaan tugas
berdasarkan data, informasi dan laporan
yang diterima , sebagai bahan
penyempurnaan leblh hirjut; dan

q. melaksanakarn' tugas-tugas lain yang
diserahkan oleh pirnpinan sesuai bidang
tugas dan tanggung jawabnya.

Seksi Pelayanan dan Penunjang mempunyai
wewenang terdiri dari:
a. menetapkan pola pelaksanaan kebijakan

strategis yarrug ditetapkan Direktur;
b. memanfaatkan peiuang dengan mewujudkan

dalam pelayaaan penunjang yang kompetitif;
c. mengembangkan dan memberdayakan

seluruh potensi sumber daya fisik dan non
fisik sesuai dengan kebifakan Direktur;

d. menats. sistem oper:asional pelayanan
penuqjang medis;

e. nrelimpahkan sebagian tugas dan wewenang
kepada pejabat dibawahnya; dan
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f. mengambil tindakan untuk menyelesaikan
masalah atau menyelamatkan pelayanan
rumah sakit dibagian peaunjang Medik.

(4) Seksi Pelayanan dan Penunjang mempunyai
tanggung jawab terhadap hal-hat sebagai
berikut:
a. kebenaran dan ketepatan dalam

menstrateslkan jalannya Rumah Sakit secara
baik dan benar;

b. kebenaran dan ketepatan dalam
pelaksanaan jalannya Rumah Sakit secara
baik dan benar; dan

c. melaporkan strategi dan pelak$anaan Rumah
Sakit secara berkala kepatia Direktur dan
Bidang Pelayanan.

Pasal 42
Seksi Farrr.asi dan Logistik mempunyai
uraian tugas pokok melaksanakan
pelayanan di Bidang Far:nasi darr I-ogistik.
Seksi Farrnasi darr Logistik merniliki
urusan tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan serta merumuskan

reacana otrategie Rumah Sakit Umum
Daerah Natuna bidang farmasi dan logistik;

b. menyusun rencana program dan kegiatan
berdasarkan kegiatan tahun, sebelumnya,
sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
Eeqqai dengAA per4tqra! yarrg telah
ditetapkan;

c. melaksanakan koordinasi untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. merencanakan kebutuhan sarara dan
prasarana pada Seksi Farmasi dan Logistik;

e. mengendalikan dan menetapkan program
pelaksanaan, kegiatan kefarmasian dan
logistik;

f. membagr tugas kqnada bawahan dengan
cara tertulis atau li5an hgar dapat di proses
lebih lanjut;

g. memberi petunjuk kepada bawahan dengan
cara tertulis atau secara lisan agar bawahan
mengerti dan memahami pekerjaannya;

h. memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan
hasil kerja untuk mengetahui adanya
kesalahan atau kekeliuran serta upaya
penyempuillaannya;

i. menilai kine4'a para bawahan dilingkungan
Seksi Farmasi dan logistik berdasarkan
ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan
sebagai bahaa dalam peningkatan karier;

j. memberikan saran pertimbangan kepada
Kepala Bidang Pelayanan tentang langkah-
langkah atau tindakan yang perlu diambil
baik secara tertuiis maupun iisan sebagai

{21
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alternatif piiihan dalam pengambiian
keputusan;

k. menginventarisasikan permasalahan-
permasalahan sesuai bidang tugas Seksi
Farmasi dan l,ogistik secara rutin maupun
berkala sebagai bahan dasar pemecahan
masalah;

1. mengonsep aaskah dinas sesuai bidang
tugas Seksi Farmasi dan f.ogistik
berdasarkan disposisi atasan agar tersedia
konsep naskah diaas yarrg dibutuhkan;

m. menghimpun dan mempelajari peraturan
perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-
bahan lainnya sebagai pedoman dan
landasan kerja;

n. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan
kepada ate.san secara lisan maupurr tertulis;

o. mengevaluasi pelaksanaaa tugas
berdasarkan data, informasi dan laporan
yang diterima sebagai bahan
penyempurnaan lebih lanjut; dan

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang
dieerahkan oleh pimpiaaa eeeuai bidans
tugas daa tanggung jawabnya;

Seksi Far:r.asi dan Logistik ilrernpunyai
wewerrang sebagai berikut:
a. memberikan masukan dan saran dalam

14ggka ryrqltg!*atkAn kualitae penge_lolaan
instalasi farmasi, mengatur sistem layanan
farmasi sesuai kondisi rumah sakit;

b. melakukan cruss c\rcck kepada bagian lain
yang diperlukan berkaitan dengan layanan
obat;

c. membeli obat di luar rencana bila ada
kebutuhan y,ang sangat mendesak dengan
jumlah seperlunya;

d. mengambil tindakan darurat untuk
penyelamatan mutrl hlianan farmasi dengan
persetqjuan Direktur;

e. membuat usulan untuk pengembangan
pelayanan kesehatan di rumah sakit
berkaitan dengan layanan farmasi; dan

f. melakukan pembinaan terhadap staf di
instalasi farmasi.

Seksi Fanrr.asi dan Logistik mernpunyai
tanggung jawab terhadap hat-hal sebagai
berikut:
a. kebenaran dan ketepatan dalam

menstrategikan jalannya Rumah Sakit secara
baik dan benar;

b. kebenaran dan ketepatan dalam
pelaksanaan jalannya Rumah Sakit secara
baik dan benar; dan

c. meiapori<an strategi dan peiaksanaan Rumah

(4)
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Sakit secara berkala kepada Direktur dan
Kepala Bidang Pelayanan.

Paragraf 4
Kepala Eidang Keperawatare

Fasal 43
Bidang Keperawatan rrlernplrrryai fl;.gas
pokok rnerryiapkan pemmusan kebijakan
teknis pelaksarraan dan pelayanan
adrninistrasi dan telcrris Seksi Asuhan
Keperawatan dan telo:ris Seksi Surrber
Daya Manrusia K-eperawataa,
Bidang Keperawatan rnemiliki uraian
tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahasr serta merumuskan

rencana strategis Rumah Sakit Umum
Daerah Natuna bidarrg keperawala-n ;

b. menyusun rerrcafia program dan kegiatan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya,
sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan;

c. melaksanakan koordinasi untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. mengendalikan kegiatan pelayanan asuhan
keperawatan, etika dan mutu keperawatan;

e. melaksanakan penJnrsunan bahan dan data,
kebutuhan sumber daya manusia dan
fasilitas pelayanan keperawatan serta
meningkatkan kualitas kompetensi tenaga
paramedis;

f. memba# tugas kepada bawahan dengan
cara tertulis atau lisan agar dapat di proses
lebih lanjut;

g. memberi petunjuk kepada bawahan dengan
cara. tertulis atau segar4,lisan agar bawahan
mengerti dan memaHami pekerjaannya;

h. meineriksa pekerjaa:r bawahan berdasarkan
hasil kerja untuk mengetahui adanya
kesalahan atau kekeliruan serta upaya
penyempurnaanrlya;

i. menilai kinerja para baqrahan dilingkungan
bidang keperawatan berdasarkan ketentuan
yang berlaku untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier;

j. memberikan saran pertimbangan kepada
direktur tentang langkah-langkah atau
ijndakan yaflg perlu diarnbil baik secara
tertulis maup-un lisan sebagai alternatif
pilihan dalam peagambilaa keputusan;

k. menginventarisasikan permasalahan-
permasalahan sesuai bidang tugas kepala
bidang k6pCfa\irAtan S€eafa i'utih madpun
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berkaia sebagai bahan dasar pemecahan
masalah;

l. menghimpun dan mempel4iari peraturan
perundang-undangan, kebiiakan teknis,
pedoman dan petunjuk telaris serta bahan-
bahan lainnya sebagai pedoman dan
landasan kerja;

m. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan
kepada atasan secara lisan illaupun tertulis;

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas
berdasarkan data, informasi dan laporan
yang diterima sebagai bahan
penyeftpufllaan lehih lanjut; dan

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang
diserahkan oleh pimpinan sesuai bidang
tugas dan fungsinya;

(3) Bidang Keperawatan dala:rr melaksanakan
tugasnya. menjalankan fungsi seba-gai
berikut:
a. m.enJrusurr dan rnerurnnskan rertca-na

strategis (RENSTRA) bidang
keperawatan;

b. melaksanakan program. dan kegiatan
ya.ag telah ditetapkan;

c. rnempel4iari, m.errelaah dan
mempedornami Peraturan Perurrdang-
trndangan bidang keperawata*; dan

d. pelaksanaan tugas-tuga"s yang
d.iberikaa qletr pi14pire411 q€srrai bidarlg
tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Keperawatan naernpunyai
rvewerrarag sebagai berikut;
a. menetapkan pola pelaksanaan kebiiakan

strategis yang ditetapkan Direktur;
b. mengembangkan dan memberdayakan

seluruh potengi sumber daya fisik dan non
fisik sesuai ddngan kebijakan direktur;

c. menata sistem operasional bidang
keperawatan;

d. melimpahkan sebaglan tugas dan wewenang
kepada pejabat dibawahnya; dan

e. mengambil tindakan untuk menyelesaikan
masalah dan menyelamatkan pelayanan
rumah sakit di Bidang Keperawatan.

Bidang Keperawatan mempuuyai
tanggungiawab tertradap hal-hal sebagai
berikut;
a. kebenaran dan ketepatan dalam

menstrategikan jalannya Rumah Sakit secara
baik dan benar;
kebenaran dan ketepatan dalam
pelaksanaan jalannya Rumah Sakit secara
baik dan benar; dan
melaporkan strategi dan pelaksanaan Rumah
Saktt secara berkala kepada Direktur dan

(s)

b.

c.
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(1)
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Dewan Pengawas.
Bidang Kepera'wata:r terdiri dari:
a. Seksi Asr.r.Fram Keperawatan; dan
b. Seksi Surnber Daya Manusia

Keperawatan.

Pasal 44
Seksi Asuhan Keperawatan merrrpunyai
trrga-s mea)rusdlrr relacana kerja dan
kegiatan, rrrelaksanakaa penyiapan
perutrrusan kebU akan tel<rris, pelaksanaan
dan pelayanarl adrninistrasi dan teknis di
Seksi Asuhan Keperawatan.
Seksi Asuharr Kreperawatan merililiki
uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan serta merumuskan

rencana strategis Rumah Sakit Umum
Daerah Natuna
keperawatan;

subbidang asuhan

b. menyusun reacana program dan kegiatan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya,
sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan;

c. melaksanakan koord.inasi untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. membagi tugas kepada bavrahan dengan
cara tertulis atau lisan agar dapat di proses
lebih laqjut;

e. memberi petunjuk kepada bawahan dengan
cara tertulis atau secara lisan agar bawahan
mengerti dan memahami pekerjaannya;

f. memeriksa pekeq'aan bawahan berdasarkan
hasil ke{a untuk mengetahui adanya
kesalahan atau kekeliuran serta upaya
penyempurrraalrnya;

g. menilai kinerja para bawahan dilingkungan
seksi asuhan keperayatan berdasarkan
ketentuan yang berlaktr untuk dipergunakan
sebagai baharl dalam peningkatan karier;

h. menghimpun dan mempel4jari peraturan
perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-
bahan lainnya sebagai pedomal dan
landasan kerja;

i. memberikan saran pertimbangan kepada
bidang keperawatan tentang langkah-
langkah atau tindakan yang perlu diambil
baik secara tertulis maupun lisan sebagai
alternatif piiihan daiam pengambilan
keputusan;

j. menginventarisasikan permasalahan-
permasalahan sesuai bidang tugas seksi
asuhan keperawatan secara rutin maupun
berka,la s€bag,rai bah616 alasaf p€meeeh6n
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masalah;
k. mengonsep naskah dinas sesuai bidang

tugas seksi asuharl keperawatan
berdasarkan disposisi atasan agar tersedia
konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

l. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan
kepada atasan secara lisan maupun tertulis;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas
berdasarkan data, informasi dan laporan
yang diterima sebagai bahan
penyempurnaan lebih lanjut; dan

11. melaksanakan tugas-tugas lain yang
diserahkan otreh pimpinan sesuai bidang
tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Seksi Asrrhan Keperawatan flrernpunyai
wewerf.arrg sebagai berikut:
a. meminta pendapat dan petunjuk kepada

kepala bidang keperawatan;
b. m.engawasi dan memberi petuajuk dan

arahan terhadap pelaksanaan tugas
bawahan;

c. memberi tugas dan perintah kepada staf
dibawahnya;

d, mengkoreksi pekerjaan
kepada bawahannya;

yang diberikan

e. menilai kinerja bawahan; dan
f. memberikan teguran dan penilaian serta

penghargaan kepada staf di bawahnya.
(4) Seksi AsrrhAE Keperawatan me1npunyai

tanggung jawab tertradap hal-hat sebagai
berikut:
a. kebenarari dan ketepatan dalam

menstrategikan jalannya Rumah Sakit secara
baik dan benar;

b. kebenaran dan ketepatan dalam
pelaksanaan jalannya Rumah Sakit secara
baik dan benar; daq

c. melaporkan strategildari'pelaksanaan Rumah
Salcit secara berkala kepada Direktur dan
Kepala Bidang Keperawatan.

Pasal 45
(1) Seksi Sumber Daya Manusia Keperawatan

rner:nputryai trrgas pokok nnelaksanakan
penyiapa:r perurnlrsan kebif akan teknis,
pelayanan adrrinistrasi dan teknis di
bidang srrrrrber
keperawatan.

daya manusia

(2) Seksi Sum"ber Daya Manusia Keperawatan
rnernpulayai uraian trrgas :

a. meayiapkan bahan serta merumuskan
rencara strategis Rumah Sakit Umum
Daerah Natuna bidang sumber daya manusia
keperawatan;

b. menyusun rencana program dan kegiatan
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berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya,
sebagai bahan untuk rmelaksanakan kegiatan
sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan;

c. melaksanakan koordinasi untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan pengendalian d.an
pengawasan etika keperawatan;
memberikan rekomendasi pada para perawat
untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan,
meliputi bimtek, kursus dan penataran,
melalui sub bagian kepegawaian;
membagi tugas kepada bawahan dengan
cara tertulis atau lisan agar dapat diproses
lebih lanjut;
memberi petunjuk kepada barnrahan dengan
cara tertulis atau secara lisan agar bawahan
mengerti dan memahami pekerjaannya;
rnemeriksa pekerjaaa haqrahan herdasarkan
hasil ke{a untuk mengetahui adanya
kesalahan atau kekeliruan serta upaya
penyempurnaannya;
menilai kine{a para bawahan dilingkungan
sekoi *urr.rher daya maausia keperawatan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk
dipergunakan sebagai bahan dalam
peningkatan karier;
memberikan saran pertimbangan kepada
kqpala bjd44g keperawatan tentaqg langkah-
langkah atau tindakan yang perlu diambil
baik secara tertulis maupun lisan sebagai
alternatif pilihan dalam pengambilan
keputusan;
mengi:rventarisasikan permasalahan-
permasalahan sesuai bidang tugas seksi
sumber d*yq manusia keperawatan secara
rutin maupun berkala ssfoagai bahan dasar
pemecahan masalafu :,

mengonsep naskali dinas sesuai bidang
tugas seksl sumber daya manusia
keperawatan berdasarkan disposisi atasan
agar tersedia konsep naskah dinas yang
dibutuhkan;
menghimpun dan mempelqfari peraturan
perundang-uadangan, kebi(akan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-
bahan lainnya sebagai pedoman dan
landasan ke{a;
melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan
kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
mengevaluasi pelaksanaal tugas
berdasarkan data., informasi dan laporan
yang diterima sebagai bahan
penyempurnaan lebih lanjut; dan

p. melaksanakan tugas-tugas iain

f.

g.

h.

l.

J.

k.

1.

m.

n.

o.

yang
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diserahkan oleh pimpinan sesuai bidang
tugas dan tanggung jawabnya;

(3) Seksi Sumber Daya Manusia Keperawatan
n].empulnyai l,ve1r/erra'r,g sebagai berikut:
a. memanfaatka:r peluang ya:rg ada yang

diwujudkan dalam pelay-anan yailg
kompetitif;
mengembangkan dan memberdayakan
seluruh potensi sumber daya manusia
keperawatan dan kebidanan sesuai dengan
kebijakaa direktur;
menata sistem operasional tenaga
keperawatan dan kebidanan rumah sakit;
melimpahkan sebagian tugas dan wewenang
sesuai kebutuhan kepada pejabat di
bawahnya;
mengambil tindakan untuk menyelesaikan
masalah atau menyelamatkan keadaan
sumber daya manueia keperawatan dan
kebidanan;
meminta pendapat dan petunjuk kepada
kepala bidang keperawatan;
mengawasi dan memberi petunjuk dan
arahan terhadap pelakeanaar tugas
bawahan;

h. memberi tugas dan perintah kepada staf
dibawahnya;

i. mengkoreksi pekerjaan
kepada !4wahaqr-rya;

yang diberikan

menilai kinerja bawahan; daa
memberikan teguran dan penilaian serta
penghargaan kepada staf di bawahnya.

Seksi Surnber Daya Manusia Keperawatan
rnernpunyai tanggurrgiawab tertradap hal-
tral sebagai berikut:
a. kebenaran dan ketepatan dalam

menstrategikan jalannya Rumah Sakit secara
baik dan benar; I
kebenaran .dan ketepatan dalam
pelaksanaan jalannya Rumah Sakit secara
baik dan benar; dan
melaporkan strategi dal pelaksafiaarl Rumah
Sakit secara berkala kepada Direktur dan
Dewan Pengawas"

Paragraf 5
Kepala Bidang Keuangan dan Perencanaan

Pasal 46
(1) Bidang Ker:.angan dan Perencanaan

rrrempurryai tugas pokok rnenyiapkan
ba.l.an perr5rusurranr rencalra angg€Lrarr,
rnenyelenggarakan adrnirristrasi keuangan
dan iapora:r pertanggungfawaban

b.

c.

d.

e.

ctb.

b.

c.

l.
k.

(4)
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keuangan.
Bidang Keuangan dan Perencanaan
merniliki uraiam tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan serta merumuskan

rencana strategis Rumah Sakit Umum
Daerah bidang Keuangan dan Perencanaan;

b. men;rusun rencalra program dan kegiatan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya,
sgfoagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan;

c. melaksanakan koordinasi untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melak*anakan administrasi S{i pegawai;
e. melaksanakan pembukuan keuangan dan

membuat laporan pertanggungiawaban
keuangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

f. memb.agi tugae kepada bawahan dengan
cara tertulis atau lisan agar dapat diproses
lebih lanjut;

g. memberi petunjuk kepada bawahan dengan
cara tertulis atau secara lisan agar bawahan
mer-rgerbi da;r mernahallei pekerj aa{lnJa ;

h. memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan
hasil kerja untuk mengetahui adanya
kesalahan atau kekeliruan 'serta upaya
penyempufiLaannya;

i. menilai kineq'a para bawahan dilingkungan
bidang keuangan dan perencanaan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk
dipergunakan sebagai bahan dalam
peningkatan karier;

j. memberikan saran pertimbangan kepada
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Natuna tenAng langkah-langkah atau
tindakan yang perlu diambil baik secara
tertulis maupun }i*rrr sebagai alternatif
pilihan dalam pengambilan keputusan;

k. menginventarisisikan permasalahan-
permasalahan sesuai bidang tugas kepala
bidang keuangan dan perencanaan secara
rutin maupun berkala sebagai bahan dasar
pemecahan masalale;

l. menghimpun dan mempelajari peraturan
perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan
lainnya sebagai pedoman dan landasan
kerja;
melapori'ran peiaksanaan tugas dan kegiatan
kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
mengevaluasi pelaksanaan tugas
berdasarkan data, informasi dan laporan
yang diterima sebagai bahan
penyempurnaan lebih lanjut; dan

m.

n.
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o. melaksanakan tugas-tugas lain yang
diserahkan oleh pimpinan sesuai bidang
tugas dan fungsinya.

Bidang Keuangan dan Perencanaan
rnempurryai wewerrarrg sebagai berikut:
a. menetapkan pola pelaksanaan kebijakan dan

rencana strategis di bidang keuangan yang
ditetapkan Direlrtur;

b. memanfaatkan peluang yang diwujudkan
dalam pelayanan operasional yang kompetitif
di bidang keuangan;

c. mengembangkan dan memberdayakan
seluruh potensi sumber daya yang ada
sestiai ilengAn kebijakan direktur;

d. menata sistem operasional di bidang
keuangan;

e. melimpahkan sebagian tugas dan wewenang
kepada pejabat dibawahnya; dan

f . mengamhil tiadakan untuk menyelesaikan
masalah keuangan atau merryelamatkan
pelayanan rumah sakit di bidang keuangan.

Bidang Keuangan dan Perencanaan
mempunya-i tanggung janvab terlr.adapat
hal-hal eebagai berikut :

a. kebenaran dan ketepatan dalam
menstrategikan jalannya Rumah Sakit secara
baik dan benar;

b. kebenaran dan ketepatan dalam
pelakqagAaq jalA11r,rya Ruryatr Sakit secara
baik dan benar; dan

c. melaporkan strategi dan pelaksanaan Rumah
Sakit secara berkala kepada Direktur dan
Dewan Pengawas.

(5) Bidang Keuangan dan Perencarlaa-n terdiri dari:
a. Seksi Perencanaan; dan
b. Seksi Perbendaharaan.

(U seksi..*r*."*IX*ol"ororaya-i t,gas
pokok m.dngurrpulkan dan
rnensisterrratisasikan data, m.elaksanakan
koordinasi dala::n pera5rusurrarr renca.na
kerja Rum.ah Sakit.

t2) Seksi Perencanaan rnefirpurryai uraian
trrgas sebagai berikut:
a. menyiapkan hahan serta merumuskan

rencana strategis Rumah Sakit Umum
Daerah Natuna Seksi perencanaan;

b. men5rusun rencana prografir dan kegiatan
berdasarkan kegiatan tahun *belumnya,
sebagai bahan untuk melaksanal<an kegiatan
sesuai dengan peraturan yang ielah
ditetapkan;

c. melaksanakan koordinasi untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

(4)
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d. menghimpun dan mengusulkan
kerja dan kegiatan di setiap bidang;

e. membagr tugas kepada bawahan dengan
prosescara tertulis atau lisan agar dapat di

lebih lanjut;
f. memberi petunjuk kepada bawahan dengan

cara tertulis atau secara lisan agar bawahan
mengerti dan memahami pekerjaannya;

g. memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan
hasil kerja untuk mengetahui adanya
kesalahan atau kekeliruan serta upaya
penyempurnaarurya;

h. menilai kinerja para bawahan dilingkungan
seksi perencanaan berdasarkan ketentuan
yang berlaku untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam peningkatan karier;

i. memberikan saran pertimbangan kepada
kepala bidang keuangan dan perencanaan
tentang langkah-langkah ate.u tindakan yang
perlu di ambil baik secara tertulis maupun
lisan sebagai alternatif pilihan dalam
pengambilan keputusan ;

j. mengirrventarisasikan permasalahan*
permaoal,ahan sesual bid,aag tugas sek*i
perencanaan secara rutin maupun berkala
sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

k. mengonsep naskah dinas Sesuai bidang
tugas seksi perencanaan berdasarkan
disposisi atasar-r agar tersqdi4 kgnsep nasfcah
dinas yang dibutuhkan;

l. menghimpun dan mempelajari peraturan
perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk telsris serta bahan-
bahan lainnya sebagai pedoman dan
landasan keq'a;

m. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan
kepada atasan secara lisan maupun tertulis;

n. mengevaluasi ;pelaksanaan tugas
berdasarkan data, informasi dan laporan
yang diterima sebagai bahan
penyempurnaan lebih lanjut; dan

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diserah
kan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan
tanggungiawabnya.

(3) Seksi Pererrcanaanr rnempunyai rlreurenang
seba"gai berikut;
a. mengembangkan dan memberdayakan

seluruh potensi sumber daya yang ada
sesuai dengan kebijakan direktur;

b. menata sistem otrrerasional di
Perencanaan;

c. melimpa-hkan sebagian tugas dan weweflang
kgpada pejabat dibawahnya; dan

d. mengambil tindakan untuk menyelesaikan
masaiah perencafiaan atau menyeiamatkan

program

Seksi
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pelayanan rumah sakii di
perencanaan";

subbidang

Seksi Perencanaan rrrernpunyai tanggung
jawab terhadap hal-hal sebagai berii<ut:
a. kebenaran dan ketepatan dalam

menstrategikan ja-lannya Rumah Sakit secara
baik dan benar;

b. kebenaran dan ketepatan dalam
pelaksanaan jalannya Rumah Sakit secara
baik dan benar; dan

c. melaporkan strategi dan pelaksanaan Rumah
Sakit secara berkala kepada Direktur dan
Kepala Bidang Keuangan dan Perencanaan.

Pasal 48
(U Seksi Perberedaha.raan rrrenapunyai tugas

pokok rnelaksanakan administrasi
keuangan dan rrlerr5ru$un laporan
pertanggungiawaban keua::gan Rumah
Sakit lJmurn Daera.L Natrrna.
Seksi Perbendaharaan melrrpunyai uraian
tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan balran serta merumuskan

rencar.t.a etrategis Rumah sakit umum
Daerah Natuna subbidaag Perbendaharaan;

b. menyusun rencarla program, dan kegiatan
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya,
sebagai bahap untuk melaksanakan kegiatan
Aeqqai dengAA ppq4tu_ran yaqg telah
ditetapkan;

c. melaksanakan koordinasi untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan pelayanaa administrasi
keuangan;

e. men3rusun l4poran keuangan secara rutin;
f. membagi tugas kepada bawahan dengan

cara tertulis atau lisan agar dapat di proses
lebih lanjut; i

g" memberi petur{uk kepada bawahan dengan
cara terlulis atam secara Esan aga.r bawahan
mengerti dan memahami peke{aannya;

h. memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan
hasil kerja untuk mengetahui adanya
kesalahan atau kekeliruan serta upaya
penyempunlaannya;

i. menilai kinerja para bawahan dilingkungan
seksi perbend,aharaan berdasarkan
ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan
sebagai hahan dalam trreningkatan karier;

j. memberikan saran pertiurbangan kepada
kepala bidang keuangan dan perencanaan
tents.ng langkah-langkah atau tindakan yang
perlu diambil baik secara tertulis maupun
lisan sebagai alternatif pilihan dalam
pengambiian keputusan;

{2t



(3)

k. menginventarisasikan permasalahan-
permasalahan sesuai bidang tugas seksi
perhendaharaan secara rutin maupun
berkala sebagai bahan dasar pemecahan
masalah;

L mengonsep naskah dinas sesuai bidang
tugas seksi perbendaharaan berdasarkan
disposisi atasan agar tersedia konsep naskah
dinas yang dihutuhkan;

m. menghimpun dan mempelajari peraturan
perundang-undangan, kebi,jakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-
bahan lainnya sebagai pedoman dan
landasan kerja;

n. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan
kepada atasan secara lisan maupurl tertulis;

o. mengevaluasi pelaksanaan tugas
herdasarkan data, inftrmasi dan lapnran
yang diterima sebagei bahan
penyernpurnaan lebih lanjut; dan

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang
diserahkan oleh pimpinan sesuai bidang
tugas dagl ta+€€Iung jawa-bnya.

Seksi Perbendaha.raan m.em.purryai
wewenaflg sebagai berikut:
a. mengembangkan dan mgmberdayakan

seluruh potensi sumber daya yang ada
qequa! degga4 kqbijakan Direktrrr;

b. menata sistem operasional di subbidang
perbendaharaan;

c. melimpahkan sebagian tugas dan wewenang
kepada pejabat dibawahnya; dan

d. mengambil tindakan untuk menyelesaikan
masalah perbendaharaar atau
menyelamatkan pelayanan rumah sakit di
Sub bidang perbendaharaan.

Seksi Perbendal-araan mempurryai
tanggung jawab tedladztp hal-hal sebagai
berikuL
a. kebenaran dan ketepatan dalam

menstrategikan jalannya Rumah Sakit secara
baik dan benar;

b. kebenaran dan ketepatan dalam
pelaksanaan jatrannya Rumah Sakit secara
baik dan benar; dan

c. melaporkan strategi dan peiaksanaan Rumah
Sakit secara berkala kepada Direktur dan
Kepala Bidang Keuangan dan Perencanaan.

(4)
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Bagtan Ked,a
Organisasi Pelaksana

Pasal 49
Instalasi sebagaim.ana dimaksud dalarn
Pasal 33 hrrruf a. m.erupakan Ul1it
Pelayanan nonstruktural yang
menyelenggarakan kegiatan pelayanan,
pendidikan, dan pelatil.an serta penelitian
dan pengerrrbangan keseteatan.
Instalasi sebagaimana dirrraksud pada ayat
(1) paling sedikit terdiri dari:
a. instalasi Rawat Inap;
b. instalasi Rawat Jalan;
c. instalasi Bedah Sentral;
d. instalasi Gawat Darurat;
e. instalasi Intensive Care Unit (ICU) dan

Neonatal Intensive Care Unit {NICU};
instalasi Farmasi;
instalasi Gizt;
instalasi Laboratorium dan Unit Transfusi
Darah Rumah Sakit (UTDRS);
instalasr Pe.melih,araaa Sarana hasarafla
Rumah Sakit {IPSRS);
instalasi Radiologi;
instalasi Instalasi Pengolahan Air Limbah
{IPAL} dan Sanitasi;

l, rnetala$l Medieal Reeqrd;
m. unit Pelayanan Fungsional Kamar Bersalin;

dan
n. unit Pelayanan Fungsional Haemodialisa.
Pembentukan instalasi sebagaimana
dirnaksud pada ayat [2] ditetapkan dengan
Keputusan Dlr.elrttrr berdasarkan analisis
organisasi dari kebutuhan.
Pembentukan dan perubahan jumlatr dan
jenis instalasi dila$orSan secara tertulis
kepada Bupati.,
Masing-masing instalasi sebagai:rrana
dirnaksud pada ayat (21 dipim.pin oletr.
seor€ulg kepala instalasi yanag diangkat
dan diberhentikan oletr Direktur.
Kepala irestalasi l:rernpttnyai trrgas dan
kewajiban adalale:
a. rr.erenca:rakanr

diinstalasinya;
program kerja

b. peraJrusurr€ua rancanag€a kebijakan
dan prosedrrr pelayanan di instalasinya;

(21

f.
g.
h.

i.

j.
k.

(s)

(4)

(5)

(6)

c. penJmsu.nala rertcana
instalasinya;

d. perr5rusurrart usulan

kerja

kebutukran
fasilitas, tereaga, pemeliharaan. sarara
dan prasararaa serta peredidikan dan
peiatihan pegawai sebagai bahan
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perr]rusunara rerrcarla kegiatar]" di
bidarrgnya;

e. penJnrsun"arl jadwal kegiatan
instalasinya;

f. pelaksarraan koordinasi kegiatan
pelayanan pasien dengan instalasi
terkait;

g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pelayanan di instalasinya;

h. laporan pelaksanaan kegiatan
diinstalasirrya-; dan

i. pelaksanaan trrgas lairr yang diberikan
oleh atasan dalarn rarrgka kelancaran
pelaksanaan tugas.

(71 Dalarn rnelaksanakan kegiatan operasional
pelayanan wa$ib berkoordirrasi dengan
bidang atam seksi terkait.

(8) Kepala Instala.si dalam melaksanakan
tuga.snya dihantu olel. terraga f,urrgsional
dan1 atau terraga non fungsional.

Pasal 5O
(1) Kelom.pok Jabatan Fungsional terdiri dari

sejumlah tenaga fungsiqnal yang terdiri
atas berbagai kelorrrpok Jabatan
F ungsional sesuai bidang keahlialrlaya.

(2\ Jurnlah tena8:a fungsional sebagaimana
pada aya.t (U ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beba+ k.rja yaqg ada.

t3) Kelornpok Jabatan Furrgsiorral berttrgas
rnelakukan kegiatan sesr.ai dengan
Jabatan Fungsional m.asing-masing.

{4) Jenis dan jerrjang Jabatan Fungsional
diatur sesuai peraturan perundang-
rrndamgan.

t5) Masing-masing tenaga fungsional
dirnaksud berada dilingkurrgan unit kerja
Ruma}- Sakit sesrrai kornpetensinya.

t.
)

Fasal 51
(1) Satrran Pengawas Irrterrrai sebagairnana

dimaksud dala:n Pa-sal 34 ayat (1) huruf a
dibentuk untuk rr.embanfil Direktur
dalarn bidang perrgawas€rrr interrra.l dan
rnonitoring.

(2) Satuan Pengawas Interrral sebagairnana
dimaksud pada ayat (1-i berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) Satrran Penga'was Interrral sebagairnana
dirnaksud pada ayat t1) dibentrrk dan
ditetapkan dengan keputusan Direkilrr.

(4i Tugas pokok Satuan Perrgawas Internal
adalah:
a. pengarvasan_terhaga_p pglaksanaan dan

operasional Rrrnaah Sakit;
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b. menilai perrgendalian
pengelolaan/ pelaksanaan kegiatan
Rumah Sakit; dan

c. rnernberikan saran perbaikan kepada
Direktrrr.

(5) Fungsi Satua::" Perrgawas Irrternal adalah:
a. melakukan perrganxrasanr terhadap

segala kegiatan dilingkungan Rrrrna}.
Sakit;

b. rnela.kuka:r penelusuran kebenaran
laporan atam irrform.asi tentang
penyimparrgafl yang terjadi; dan

c. m.elakukan pem.antaman tindaklanjut
hasil pemeriksaa.n aparat pengawas
fi.rngsional.

Pasal 52
(1) Kornite medik sebagaimana dfurraksud dalarn

Pasal 34 ayat tU truruf h, m,erupakan
peranglat nora strulrfnral rum,ah sakit
untuk rnerrerapkan tatakelola klinis {ctinical
gouelTLanae) agar Staf Medis di Rurnah Sakit
terjaga profesionalisrnenya m.elalui
mekanirue Kr:edepsiali penjagaaq mutu
profesi medis, dan pem.eliharaaa etika dan
disiplin profesi rnedis.

tzl Kornite medik sebagairrar:;d. dimaksud
pada ayat t1) rrlennpulryai kewenangan
dAlap pengorg4r-riqaeiart Staf Medis.

Pasal 53
(1) Kornite Keperawatan sebagairnana

dirnaksud dalam Pasal 34 ayat (L) huruf c
merupakan wadatr norrstruktural Rurnah
Sakit yang rrefirpurryai ftrngsi utarna
rnernpertatrankan dan rl.eningkatkan
profesionalisra"e tenaga keperawatan
melalui mekanisme Kredensial, penjagaan
muttt profesi, dare p6metharaarr etita dan
disiplin profesi.

(2) Kornite Keperawatan dibentuk dan
ditetapkan dengan Keputrrsal, Direktur.

(3) Susuna.rr keanggotaan Komite
Keperawatan terdiri dari 1 (satu) orang
ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 3
(tiga) srrb kornite.

(4) Ketentuan lebih lanjut llengenai Komite
Keperawatan diatur dengan peratrrran
Direlrtur.

Pasal 54
{U Kornite Etik dan Hukurn sebagairnana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d
mempaka:r wadah rronstruktrrral yang
berftrgas rr.emberikan pertimbangan
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(3)

kepada Direktur dala:rr hal rrenyusnrr" darr
merlrrnuskan m.asalatr etika Rrrrnah Sakit
dan pelanggarane terhadap kode etik
pelayanan ruma}- sakit, kebijakan yang
terkait dengan Pedoman interrral rurnah
sakit umllrn daera}- {?wspital bg lanasl dan
Peratrrran Internal Staf Medis {medical staf
bglanasl, gugus trrgas bantuan hukurn
dalarn penangarran masalah huicurn di
Rrrm"ah Sakit.
Kornite Etik dan Hukurn dibentuk dan
ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
Susunan keanggotaan Komite Etik dan
Hukurn terdiri dari:
a. 1 {satu} orang ketua merangkap

anggota; dan
b. 2 (dua) orang aneggota.
Ketentuan lebih lanjut raengenai Kom.ite
Etik dan Hukum diatur dengen Peraturan
Direkfirr.

Pasal 55
Korrite Farm"a.si dan Terapi sebagairr.ana
dimaksud datasr Pasal 34 ayat t1! huruf e
rnerupakan rxadah rron struktural yang
bertugas rnerrbantu Direktur dalam
men5rusun standar pelayarran fanrnasi dan
terapi serta rnernantam pelaksan aarltaya,,
qleng4_!t1r kewenq5rgan {priuilege) tenaga
farma.si.
Kornite Farrrrasi dan Terapi sebagaimana
dirnaksud pada ayat (U dibentuk dan
ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
Susunan keanggotaan Komite Farrnasi
dan Terapi terdiri dari:
a. 1 (satu) orang ketua rnerangkap

anggota";
b. 1 (satu) orang wakil ketua rrerangkap

anggota.; !

c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap
anggota; dan

d. 2 (dua) orang anggota".
t4l Ketentrran lebih lanjut rnengenai Kornite

Farrna-si dan Terapi diatur dengan
keputusan Direktur.

Pasal 56
(1) Kornite Rekam Medis sebagairrana

dirnaksud dalarn Pasal 34 ayat (L) huruf f
merupakan noerupakan wadah
nonsffulctural yarlg bertugas rrernbantu
Kornite Medik dalarn penyelenggaraarr
rekarn medis yang bermutu.
Komite Rekam. Medis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan

(41

(1)

(21

(3)

(21
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(3)
ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
Susrrnan keanggotaan Komite Rekarn
Medis terdiri dari:
a. 1 (satu) orarrg ketua;
b. 1 {satu} oraa}g selrretaris; dan
c. Anggota yang terdiri dari berbagai profesi

petugas pemberi asuhan.
Keterrtrran lebih lanjut rnerrgenai Kornite
Reka:r. Me<lik diatur dengan Peratrran
Direktur.

Pasal 57
Tim Pencegahan dam Pengendalian Infeksi
sebagafur'€rrra dfurraksud dalarn Pa,sal 34
ayat (U truruf g rnerupakan wadatr
rronstrulrtural ya-ng bertugas rnernbantu
Diretrctur dalart firenJrusun starrdar
pelayanan dan serta rrernantam
pelakeanaan pencegaha4 dan
pengerrdaliarr infeksi di Rrrm.ah Sakit.
Tirn Pencega.lan dan Pengendalian Infeksi
seba.gairnarla dimaksrrd pada ayat ( U
dibentrrk dan ditetapkan dengan
Keputusaq Direktur.
Susunan keanggotaara Tim Pencegahan
dan Pengendalian Infeksi terdiri dari:
a. 1 (satu) orang ketua nrerangkap

anggota;
b. 1 (satu) orang selcretaris rnerangkap

anggota,'dan
c. Pa.ling sedikit L4 {errpat belas} orang

anggota.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tirn
Pencegahan dan Peng_errdalian Infeksi
diatur dengan Keputusa:r Direktur.

Pasal 58
(1) Kornite Peningkqtan Mutu dan

Kesela:natan PaSien' sebagaimana
dirrraksud dalarrl Pasal 34 ayat (1) huruf h
rrrerupakan wadah nonstruktrrral yang
bertrrgas merrrbantu Direktur dalarn
rnen5rusun Standar Peningkatan Mutu dan
Keselamatam Pasien serta mernantam
pelaksanaannya.

(21 Kornite Peningkatan
Keselarnatane Pasien sebagairnana
dimaksud pada ayat (U dibentrrk dan
ditetapkan dengan Kepuflrsan Direktur.

t3) Susrrrran kea:rggotaan Kornite
Peningkatan Mutu dan Keselamatan
Pasier. terdiri dari 1 {satu} oran"g ketua, 1

(satu) orang selrretaris dan 5 (lima) orang
anggota.

t4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite

(4)

(u

{2t

(3)

(4)

Mutu dan



Peningkatan Mutrr d,an Keselama.tan
Pa.sien diatur dengarl peratrrram Direktur.

Pasal 59
Komite Kesela::o.atan dan Kesetratan Kerja
sebagairnarra rlirnerksud dala:rr Pasal 31
ayat ( 1) tmruf i rnerupakan wadah
nonstruktural yarrg bertugas membantu
Direktur dalar.r fir.en]rusurr Standar
Keselarnatan dan Kesehatan Kerja serta
mernantam pelaksarraa;r.ya.
Komite Keselarnatam dan Keseh.atan Kerja
sebagairnaraa dirraksud pada, ayat (1)
dibentrrk dan ditetapkan dengan
Keputrrsan Direlrtur.
Susu:ean keanggotaan Korrrite
Keselarnatan dan Kesehatan Keda. terdiri
dari:
a. 1 {satu} orang ketrra nrerangkap

anggota;
b. l- (satu) orang wakil ketua m.erangkap

anggota;
c. 1 (satu) orarrg sekretaris rrrerangkap

anggota; dan
d. 5 (1ima) orang anggota-
Keterrtuan lebih lanjut mengenai Kornite
Keselarnatan dan Kesetratan Keq'a diatur
dengan Peraturan Direlrtur.

Pasal 6O
(U Kornite Tenaga Kesetrata:r Lainnya

sebagaima-rra dirnaksud dalam PasaL 34
ayat {1} huruf j m"errpakan wa.da}r
nonstruktural
rnernpurryai I

Rrrraah Sakit yang
fungsi

rnernperta-hankan dan meningkatkan
profesionalisnne tendtga kesetratan
penjagaarr mutrr profesi, dan
pemelihara€m etika dan disiplin profesi.

t2l Kornite Terraga Kesehatan Lainnya
dibentuk dan ditetapkan dengan
Keputusan Direlrtur.
Susurran keanggotaan Komite Tenaga
Kesehatan Lainnya terdiri dari 1 {satu)
orang Ketua, 1 {satu} orang selrretaris dan
3 (tiga) subkornite.
Ketentuan lebih lanjut rnengenai Kornite
Tenaga Kesetratan Lainrrya diailrr derrgan
Peratrrraa Direktur.

(4)

(1)

(2)

/"1\",

(3)

utarna
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BAB VIII
PENGELOLAI\N SUMBER I}AYA MANUSIA

Bagian Kesatrr
Tujuan Pengelola.an

Paso1 61
Pengelolaan Sumber Daya lvlanusia merupakan
pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai
Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada
pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk
mendukung pencapaian tujuan organisasi secara
efisien terdiri dari:
a. pegawai Rumah Sakit dapat berasal dari

Pegawai Negeri Sipil {PNS} dan/atau non
Pegawai Negeri Sipil;

b. pengangkatan Pegawai Rumah Sakit yang
beraqal dan Pegawai Negeri S-ipil (PNS)
disesuaikaa deagan Peraturan Perundangan-

c. undangan;
pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} berasal dari pegawai
non Pegawai Negeri Sipil yang profesional
sesuai dengan kebutuhan yang dapat
dipekerjakan secara tetap atau, berdasarkan
kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga;

d. pengangkatan pegawai Rumah Sakit yang
berasal dari non Pegawai Neg,eri Sipil
dilakukan berdasarkan pada prinsip efi.siensi,
ekonomis dan produktif serta sesuai kebutuhan
dalam rangka peningkatan pelayanan; dan

e. mekanisme pengangt<atan pegawai Rumah
Sakit yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana diinaksud pada huruf c sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

| ..

Bagian Kedua
Penghafghan dan Sanksi

Pasal 62
Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivita
maka Rumah Sakit menerapkan kebirjakan tentan;
imbal jasa/berupa pengharga.an bagi pegawai yan;
mempunyai kinerja baii< dan sanksi bagi pegawa
yang tidak memenuhi ketentuan atau melangga
peraiuran yang ditetapkan.

Pasa1 63
Kenaikan pangkat Pegawai Negeri ipil merupakan
penghargaan yang diberikan ata,s prestasi keq'a
dan pengabdian pegawai yang bersangkutan
terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan
pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan
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sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian (stign
Rotasi, Mutasi dan Promosi

Pasal 64
(1) Rotasi, mutasi dan promosi Pegawai Negeri

Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil
dilaksaaakar dengan tujuan untr,rk
peningkatan kinerja dan pengembangan karir.

(2) Rotasi, mutasi dan promosi dilaksanakan
dengan mempertimbangkan:
a. penempatan seseorarg pada peke$aan

yang se$uai dengan pendidikan dan
ketrampilannya;

b. masa kerja di unit tertentu;
c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
d. kegunaannya dalam menunjang karir;

dan
e. kondisi fisik dan psikis pegawai"

Bagian Keempat
Disiplin Pegawai

Pasal 65
Disiplin pegawai Rumah Sakit, ' dituangkan
dalam beatuk:
a. daftar hadir;
b. laporan kegiatan; dan
c. sesuai Sasaran Kinerja Pegawai {SKP}.
Tingkatan dan jenis hukuman disipiin
pegawai, meliputi:
a. hukuman disiplin ringan, yang terdiri dari

teguran lisan, teguran tertulis, dan
pernyata.an, tidak puas secara tertulis;

b. hukuman disiptin sedang, yang terdiri
dari penundaan FetArkat g4ii berkala
untuk paling ldma 1 (satu) tahun,
penumnan g4ii sebesar satu kali
kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1

{satu} tahun, dan penuredaan kenaikan
pangkat untuk paling lama 1 {satu} tahun;
dan

c. hukuman disiplin berat yang terdiri dari
penuruaaa pangkat setingkat lebih
rendah untr.lk paling lama 1 {satu} tahun,
pembebasan dari jabatan, pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai Pegawai N€geri Sipil, dan
pemberhentian tidak hormat sebagai
Pegar:r.ai Negeri Sipil.

Pengaturan Status Pegawai Non Pegawai
Negeri Sipil dapat dipekerjakan sebagai :

a. Pegawai Tidak Tetap;

(21

(3)
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b. pegawai kontrak; dan
c. Pegawai harian lepas;

Bagian KeHma
Pemberhentian Pegawai

Pasal 66
(1) Pemberhentian pegawai berstatus Pegawai

Negeri Sipil dilakukan sesuai d.engan
peraturan Perundang-undangan.

{21 Pemberhentian pegawai berstatus non
Pegawai Negeri Sipil dilakukan atas
pemintaa:r sendiri dilaksanakan apabila
pegawai rur$ah ffikit noa Peagawar Negeri
Sipil mengajukan permohonan
pemberhentian sebagai pegawai pada masa
kontrak dan atau tidak mempe{panjang masa
kontrak.

(3) Pemberhentian tidak ataq perr.n-i$tcarl sendiri
dilaksanakan apabila pegawai Rumah Sakit
non PNS melakukan tindakan-tindakan
pelanggaran sesuai yang diatur dalam
Peraturan Kepala Daerah tentang
Pengangkatan Pegawai Non PNS.

BAB IX
PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS

(MEDICAL S?XFF BYLAWE

Pasal 67
Peraturan krternal Staf Medis terdiri dari:
a. Identitas;
b. Ttrjuan; dan
c. Tanggung Jawab.

Bagian 4*o!.;
Identrtas

Pasal 68
Peraturan Internal Staf Medis {Medical Staff
tsgtau:sl adatah nama organisasi staf medis yang
ada di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna.
Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum
Daerah Natuna.
Jenis Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum
Kelas Rumah Sakit adatah Rumah Sakit Umum
Daerah Kelas C.
Alamat Rumah Sakit adalah di jalan Ali
Murtopo-Ranai Natuna.

(1)

(21

(3)
(4)

(s)
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Tlrjuan

Pasal 69
(1) Peraturan Internal Stsf Medis {Medical Staff

Bglau;sl Rumah Sakit Umum Daerah
mempunyai tujuan umum sebagai pedoman bqgi
rumah sakit dalam meningkatkan mutu
peiayanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah
Natuna.

(2) Peratllran Internal Staf S{edis {Medical Staff
Bylawsl Rumah Sakit Umum Daerah Natuna
mempunyai tqiuan khusus antara lain:
a. tercapainya keq'asama yang baik antara staf

medis dengan pemilik rumah $akit atau yang
mewakili dan antara staf medis dengan
direktur;

b. tercapainya sinergisme antara manajemen
dan prrofesi medie untuk kepentingan pasien;
dan

c. terciptanya tanggung jawab staf medis
terhadap mutu pelayalan medis di rumah
sakit.

Bagran Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 70
Tanggung jawab etaf medis Rumah Sakit Umum
Daerah Natuna adalah:
a. memberikan rekomendasi kepada Direktur

melalui ketua komite medik terhadap
permohonan penempatan dokter baru dan
peneru.patan ulang dokter di Rumah Sakit
untuk mendapatkan Surat Keputusan;

b. melakukan evaluasi atas tampilan kinerja
praktik dokter bgrdasarkan data yang
komprehensif; ) '

e. rne_pebqrikaa fekqmeqdaqi fnelahri kgtua
komite medik kepada direktur terhadap
permohonan penempatan ulang dokter di
rumah sakit untuk mendapatkan surat
keputusan direktur;

d. memberikan kesempatan kepada para dokter
untuk mengikuti pendidikan kedokteran
berkelanjutan;

e. memberikan ma-sukan kepada direktur
melalui ketua komite medik mengenai hal-
hal yang berkaitan dengan praktek
kedolrteran;

f. memberikan laporan secara teratur minimal
sekali setiap tahun kepada direktur atau bidang
pelayanan melalui ketua komite medik tentang
hasil pemaretauan indikator mutu klinik,
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evaluasi kinerja praktek klinis, pelaksanaan
program pengembaagan staf, dan lain-lain yang
dianggap perlu; dan

g. melakukan perbaikan standar prosedur
operasional serta dokumen-dokumen yang
terkait.

BAB X
KEANGGOTAAN STAF MEDIS

Pasal 71
Keanggotaan Staf Medis merupakan Preuilage
yang dapat diberikan kepada Dokter yang secara
terue *s119ruc m,grnpg mern-en-uhi kealjJika"si,
standar dan persyaratan yang ditentukan.
Keanggotaan sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (U diberikan tanpa membedakan ras,
agarna, waflla kulit, jenis kelamia, keturunan,
status ekonomi darr pandangan politik.

Pa*aJ 72
Persyaratan sebagai Keanggotaan Staf Medis, harus
memiliki:
a. kompetensi yang dibutuhkan;
b. Surat Tanda, Registrasi (STR) dari Konsil

Kedokteran Indonesia atau Konsil Kedokteran
Gigi Indonesia yang masih berlaku dan Surat
Izin Praktek {SIP) dari Peranekat Daerah yang
membidangi urusan pemerintahan dibidang
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang masih berlaku;

c. memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang
laik tfit) untuk melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya; dan

d. memiliki perilakd dan moral yang baik.

!'

PE N GANGKATAN'^,?H -flI-G KATAN KEM BAIJ
STAF MEDIS

Pasal 73
Terlaksananya pengangftatan dan pengangkatan
kembali Staf Medis Rur-nah Sakit Umtrm Daerah
dengan mengajukan permohonan kepada Direktur
dan selaajufirya Direktur berdasarkan
pertimbangan dari Komite Medik dapat menyetujui
atau menolak permohonan tersebut.

Pasal 74
Masa kerja sebagai staf medis Rumah Sakit Umum
Daerah adalah sebagai berikut:

t2l
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untuk staf medis tetap adaiah sampai yang
bersangkutan memasuki masa pensiun sesuai
peraturan perundang-undangan ;

untuk staf medis tidak tetap adalah selama 2

{dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
beberapa kali masa kerja berikutnya sepanjang
yang bersangkrtan masih memenuhi
persyaratan;
untuk staf medis tamu adalah selama 1 (satu)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk
beberapa kali masa keq'a berikutnya sepanjang
yang bersangkutan masih menghendaki dan
memenuhi semua persyaratan; dan
staf medis konsultan.

Pasal 75
Bagi staf medis tetap yang sudah pensiun dapat
diangkat kembali sebagai staf medis tidak tetap, staf
medis tamu atau staf medis konsultan sepanjang
yang bersangkutan memenuhi persyaratan.

BAB XIII
KATEGORI STAF MEDIS

Pasal 76
Staf medis yang telah bergabung dengan Rumah
Sakit dikelompokka:r dalam kategori:
a. Staf medis tetap terdiri dari dolrtet/dokter

spesialis atau dokter #Si/dol$er grgr spesialis
yang bekeq'a penuh di Rumah Sakit Umum
Daerah Natuna;

b. Staf medis tidak tetap terdiri dari dokter/dokter
spesialis atau dokter Sigi/dokter ggi spesialis
yang bekerja pada hari dan jam tertentu di
Rumah Sakit Umum Daerah Natuna;

c. Staf medis tamu terdiri dari dokter/dokter
spesialis atau dokter [igi7'dokter gigi spesialis
yang'bekerja pada.Rumah Sakit Umum Daerah
Natuna berdasarkan surat rekomendasi dari
Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna; dan

d. Staf Medis konsultan terdiri dari dokter/dokter
spesialis atau dokter Sigi/dokter gigi spesialis
yang karena keiknuan dan kepakarannya,
menjadi konsultan staf medis tetap dan atau
staf medis tamu.

Pasal 77
Dokter staf pengqiar merupakan d"okter yang
mempunyai status tenaga pengajar, baik dari status
kepegawaian Departemen Kesehatan, Departemen
Pendidikan dan kebudayaan atau Departemen lain
atau institusi pendidikan swasta lainya, yang
dipekerjakan dan atau diperbantukan untuk
menjadi pendidik dan atau pengajar bagi peserta
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didik dibidang kesehatan, mempunyai kualifikasi
sesuai dengan kompetensi di hidangnya serta
mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan
peraturan perundang-undan gan.

Pasa] 78
Dokter umum di Instalasi Gawat Darurat dan
pelayanan intensif merupakan Dokter Umum yang
memberikan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat
dan pelayan€ul Intensif sesuai dengan penempatan
dan atau tugas yang diberikan oleh Rumah Sakit
mempunyai kualifikasi sesuai dengan kompetensi di
bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban
sesuai dengao peraturan perundang-undangan.

Pasal 79
Dokter peserta pendidikan dokter spesialis
merupakan dolrter yang secara sah diterima sebagai
peserta program pendidikan Dotter Spesiatris, serta
memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka
pendidikan, mempunyai kualifikasi sesuai dengan
kompetensi dibidangrya serta mempunyai hak dan
kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 8O
Mahasiswa peserta pendidikan dbkter umum
merupakan mahasiswa kedokteran dari fakultas
kedokteran yang memiliki kerjasama, membantu
memberikan pelayanan kesehataa dalam rangka
pendidikan dokter umum dan dalam pelaksanaan
dibawah bimbingan dokter staf pengajar.

Pasal 81
Dokter asistensi urcrupakan dokter umum yang
ditunjuk untuk mendampingi kegiatan Dokter
spesialis atau dokter reqiden yang memberikan
pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang
spesiatisasi masing--asirtg-

BAB XIV
TENAGA MEDIS IJI/ARGA NEGARA ASING

Pasal 82
Tenaga Medis Warga Negara Asing merup.akan
warga negara asing pemegang izin tinggal
terbatas yang memiliki pengetahuan dan latau
keterampilan melalui pendidikan dibidang
kedokteran/kedokteran gtg dan bermaksud
bekerjq atau berpralrtek dengaa difasilitasi
pelayanan kesehatan diwilayah l:rdonesia.
Tenaga medis warga negara asing di Rumah
Sakit Umum Daerah Natuna bekerja sebagai

(u

(21
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pemberi pelatihan dalam rangka alih teknologi
dan ilmu pengetahuaa.

(3) Tenaga rnedis warga negara asing yang bekerja
di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna
mengikuti persyaratan dan tata cara yang
ditetapkan oleh Peraturan Perundang-
undangan.

BAB XV
KEWENANGAN KLINIS

Pasal 83
(1) Setiap Dolrter yang diterima sebagai staf medis

Rumah Sakit diberikan kewenangan klinis oleh
Direktur setelah mernperhatrkart rekomendasi
dari Komite medik.

{21 Penentuan kewenangan klinis didasarkan atas
jenis ijazafo/sertifikat yang dimiliki staf medis
dan rekomendasi dari organisasi profesi.

(3) Dalam hal kesulitan menentukan kewenangan
klinis maka komite medik dapat meminta
informasi atau pendapat dari kolegrum terkait.

Pasal 84
Kewenangan klinis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 akan dievaluasi terus menerus untuk
ditentukan apakah kewenangan tersebut dapat
dipertahankan, dipetluas, dipersempit atau bahkan
dicabut.

Pasal 85
Dalam hal menghendaki agar kewenangan
klinisnya diperluas maka staf medis yang
bersangkutan harus mengdukan permohonan
kepada Direktur dengan menyebutkan
alasannya serta melampirkan bu-tcti berupa
sertifikat pelatihan dEn 

"afau .pendidikan serta
rekornendasi dari organisasi profesi terkait
yang dapat mendukung pennohonannya.
Direktur berwenang mengabulkan atau
menolak mengabulkan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) setelah
mempertimbangkan rekomendasi Komite
medik.

(3) Setiap permohonan perluasan kewenangan
klinis yang dikabulkan atau ditolak harus
dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur
dan disampaikan kepada pemohon.

Pasal 86
Kewenangan klinis sernentara dapat diberikan
kepada Dokter Tamu atau Dokter Pengganti dengan
memperhatikan pendapat Komite Medik.

(1)

(21
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Pasal 87
Dalam keadaan emergensi atau bencana yang
menimbulkan hanyak korban maka semua staf
medis Rumah Sakit dapat diberikan kewenangan
klinis untuk melakukan tindakan peny-el.amatan
diluar kewenangan klinik yang diberikan, sepanjang
yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk
melakukannya.

Pasa1 88
Dalam ha1 staf medis dinilai kurang mampu atau
melakukan tindakan klinis yang tidak sesuai
dengan standar pelayanan sehingga menirnbulkan
kecacatan dan atau kematian maka Komite Medik
dapat melakukan penelitian.

Pasal 89
t1) Bila ha il penelitian eebagaimana dimaksud

dalam Pasal 88 membuktikan kebenaran
penilaian maka Komite Medik dapat
mengusulkan kepada Direktur untuk
memberlakukan sanksi berupa sanksi
administratif.

(21 Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} harus dituangkan dalam bentuk
Keputusan Direktur dan disampaikan kepada
Staf Medis yang bersangfuutan dengan
tem-busan kepada komite medik.

(3) Dalam hal staf medis tidak dapat menerima
sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

maka yang bersangkutan dapat mengajukan
sanggahan secara tertulis dalam waktu 15
(lima belas) hari sejak diterimanya surat
keputusan.

(4) Direktur memitki waktu 15 {1ima belas) hari
untuk menyelesaikan sanggahan sebagaimana
dimaksud pada ayqt (3) secara adil dan
seirqbang dengan meng;trndang semua pihak
yang terliait dari lieputusannya bersifat fina1.

BAB XVI
PENGORGANISASIAN STAF MEDIS DAN

KOMITE MEDIK

Pasal 90
Semua Dokter yang melaksanakan praktek
kedokteran di unit-unit pelayanan Rumah Sakit,
termasuk unit-unit pelayanan yang melakukan
kerjasama operasional dengan Rumah Sakit,
wajib menjadi anggota. staf medis.
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Pasal9l
(1) Dalam melaksanakan tugas maka staf medis

dikelompokkan sesuai bidang spesialisasi/
keahliannya atau menurut cara lain
berdasarkan pertimbangan khusus.

l2l Setiap kelompok Staf Medis minimal terdiri atas
2 (dua) orang dokter dengan bid.ang
keahliannya.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaim. ana dimaksud
pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka dapat
dibentuk kelompok staf medis yang terdiri atas
dokter dengan keahlian berbeda dengan
memperhatikan kemiripan disiplin ilmu atau
tugas dan kewenangannya.

Pasatr 92
Fungsi staf medis Rumah Sakit adalah sebagai
pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan
pelatihan eerta penelitian dan pengembangan
dibidang medis.

Pasal 93
Ttrgas Staf Medis Rumah Sakit adalah:
a. sebagai anggota kelornpok staf medis fung*ional;
b. sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan

dan pelatihan;
c. membuat standar ketenagaan, Staf Medis

Fungsional;
rnernbuat standar: pel4yanan medis;
membuat standar mutu pelayanan medis;
mengatur kegiatan profesi ;

menyusun standar pendidikan dan latihan; dan
untuk mencapai tujuan dan sasaran rumah
sakit, seluruh staf medis yang bekerja di Rumah
Sakit Umum Daerah Natuna berpedoman pada
peraturan Inte(nal Staf Medis {Medicat Staff
Bglautsl yar'g merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Pedoman irtternal ntmah
sakit {Hospital fu law$.

Pasal 94
Kewajiban staf medis fungsional Rumah Sakit
adalah:
a. men;rusurr standar prosedur operasional

pelayanan medis, meliputi bidang administrasi,
manajerial dan bidang pelayanan medis;

b. menyusun indikator mutu klinis; dan
c. menyusun uraian tugas dan kewajiban untuk

masing-masing anggotanya.

Pasal 95
Pemilihan ketua staf medis:
a. kelompok staf medis dipimpin oleh seorang

ketua yang dipitih oleh anggotanya;

d.
e.
f.
ob.

h.
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ketua kelompok staf medis dapat dijabat oleh
Dokter tetap atau Dokter tidak tetap;
pemilihan ketua kelompok staf medis diatur
dengan mekanisme yang disusun oleh Komite
medik dengan persetujuan Direktur;
ketua Kelompok Staf Medis ditetapkan dengan
keputusan Direktur; dan
masa bakti ketua kelompok staf medis adalah
minimal 3 (tiga| tahun dan dapat dipilih kembali
untuk 1 (satu) kali periode berikutrya berturut-
turut.

BAB XV{I
PEMBENTUKAN I(OMITE MEDIK

Pasal 96
Guna membantu Rumah Sakit dalam mengawal
mutu pelayanan kesehatan berbasis keselamatan
pasien maka dibentuk Ksrnite uaedik, yang
merupakan wadah profesional di Rumah Sakit yang
memiliki otoritas tertinggi dalam organisasi Staf
Medis.

Pasal 97
Komite Medik pembentukannya ditetapkan
Keputusan Direktur dengan masa kerja
tahun, berkedudukan dibawah

dengan
3 {tiga)

serta
bertanggungiawab kepada Direktur.

Bagian Kesatu
Susunan, Fungsi, Ttrgas, Tanggung jawab dan

Kewenangaa Komite Medik

Pasal 98
Susunan Komite medik Rumah Sakit terdiri atas:
a. Ketua, yang dtiabat otelr pbtter yang dipitrih oleh

Staf Medis Fungsional;
b. Wakil ketua, yang dijabat oleh Dokter yang

dipilih oleh Staf Medis Fungsional;
c. Sekretaris, yang dipilih oleh ketua komite medik;

dan
d. Anggota, yang terdiri dari semua ketua kelompok

staf medis atau yang mewakilinya dan semua
ketua sub komite medik.

Pasal 99
U Ketua sehagaimana dimaksud dalarn Pasal 98

huruf a meffrenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam

profesinya;
b. menguasai segl ilmu profesinya dalam

jaagkauaa, rua&g lilrgkup, sasaran dqn
. dampak yang luas;
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c. peka terhadap perkembarlgan kerumah
sakitan bersifat terbuka, bijaksana dan jujur;

d. mempunyai kepribadian yang dapat diterirna
dan disegani di lingkungan profesirya;

e. mempurryai integritas keilmuan dan etika
profesi yang tirggr;

f. ketua komite medik dipilih secara demokratif
oleh kelornpok staf medis;

g. Ketua komite medik ditetapkan dengan
keputusan Direktur; dan

h. Ketua komite medik dapat menjadi ketua
dari salah satu sub komite.

Pasal 1OO

(U Wakil Ketua sehagaimana dimakeud dalam Pasal
98 huruf b memenuhi persyaratan yaitu tercatat
sebagai Dokter tetap atau Dokter tidak tetap dan
dipilih secara demokratis oleh Kelompok Staf
Medis.

(2) Wakil Ketua Kemite Medik ditetap"kan deagau
keputusan Direlctur.

(3) Wakil Ketua Komite Medik dapat menjadi ketua
dari salah satu sub komite.

Pasal 101

{U Sekretaris sehagaimana dimaksud dalam Pasal
98 huruf c memenuhi persyaratan yaitu dipilih
oleh ketua komite medik.

(21 Sekretaris komite medik dijabat oleh seorang
dokter tetap.

(3) Sekretaris komite medik dapat *?eajadi ketua
dari salah satu sub komite.

(4) Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris komite
medik dibantu oleh tenaga administrasi/staf
selaetariat purna waktu.

Pasa\1OQ
Anggota Komite Medik sebafiaimana dimaksud dalam
Pasal 98 6uruf d terdiri dari semua ketua kelompok
staf medis dan atau yaag mewakili dan semua ketua
sub komite medik.

Pasa] 103
Fungsi komite raedik adalah sebagai pengaruh
{steerbryl dalam memberikan pelayanan medis, yang
rinciannya adalah sebo gai berikut:
a. memberikan saran baik diminta maupun tidak

diminta kepada direktur atau kepala bidang
pelayanan;

b. mengkoordinasikan atau mengarahkan kegiatan
pelayanan medis;

c. menangani hal-hai berkaitan dengan ethical
performance etika dan profesi kedokteran;
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d. menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai
standar ya+g harus dipatuhi dan dilaksanakan
oleh staf medis; dan

e. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan
medis oleh semua staf medis.

Pasal 104
(1) Tugas Komite Medik adalah :

a. membantu direHur rumah sakit men3xusun
standar pelayanan medis;

b. memberikan pertimbangan kepada Direktur
rumah sakit membina etika profesi, disiplin
profesi dan mutu profesi;

c. rnengatur keweaangen ktinik r-rra€.ing-
masing kelompok staf medis.

d. membantu Direktur merryusun peraturan
internal staf medis {medicaL staff bglawsl
serta memantau pelaksanaannya;

e, tt_renebant-u Direkttrr men)rus-ua kebr-iakan
dan prosedur yang berkaitan dengan
medikolegal;

f. melakukan koordinasi dengan kepala
bidang pelayanan dalam melaksanakan
pemantauan dan pembinaan pelaksanaan
tugas kelompok staf ncedis;

g. meningkatkan program pelayanan,
pendidikan dan pelatihan sefra penelitian
dan pengembangan dalam bidang medis;

h. melakukan minitoring dan evaluasi mutu
pelayanan medis;

i. memberikan laporan kegiatan kepada
direktur; dan

j. pertimbangan kepada direktur rumah sakit
sebagaimarla dimaksud pada ayat {1} huruf
b, dalam hal:

1. pengawasaq dan penilaian mutu pelayanan
medis;

2. peningkatan programl pd.ayanan, pendidikan
dan pelatihan serta penelitian dan
pengembangan dirlam bidang medis;

3. pelaksanaan dan penilaian etika profesi; dan
4. Pengaturan permintaan cuti dan mengikuti

acara-acara seminar di luar Rumah Sakit Umum
Daerah Natuna.

Pasal 105
Komite medik bertanggungjawab kepada Direktur
meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:
a. mutu pelayanan medis;
b. pembinaan etik kedokteran dan disiplin profesi

kedokteran; dan
c. pengembangan profesi medis.



a

Pasal 106
Guna melaksanakan tugas dan tanggungiawabnya
maka kepada komite medik diberikan wewenang:
a. memberikan rekomendasi rincian kewenangarl

klinis {delineation af dinical preuilegel;
b. memberikan rekomendasi surat penugasarl

klinis (clinical appcintment);
c. memberikan rekomendasi penolakan

kewenangan klini s (ctinical piuilegel tertentu ;

d. memberikan rekomendasi
perrrbahan/modifikasi rirecian kewenangan
klinis {delineation of clinical previlege};

e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit
medis;

f. memberikan rekomendasi pendidikan
kedokteran berkelanjutan ;

g. memberikan rekomendasi pendampingan
{proctoingl; dan

h. memherikan rekornendasi pemherian tindakan
disiplin.

Pasal LO7
Kewajiban komite medik adalah:
a. melakukan kredeasial bagi aeluruh elaf medis

yang akan melakukan pelayanan medis di
rumah sakit;

b. memelihara mutu profesi staf medis;
c. menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf

rnadiq;
d. menyusun rencana peraturan internal staf medis

(medical staffbg lalrusl;
e. membuat standarisasi format untuk standar

pelayanan medis, standar prosedur operasional
dibidang manajerial dan administrasi serta
bidang keilmuan, profesi, standar profesi dan
tandar kompetensi;

f. membuat stanilarisasi f<rrmat pengumpulan,
pemantauan dan pelaporan indikator mutu
klinik;dan ! "''

g. melakukan per4antauan mutu klinik, etika
kedokteran dan pelaksanaan pengembangan
profesi medis.

Pasal 108
Komite medik dalam melaksanskan tugasn5ia
dibantu oleh sub kornite yang terdiri dari:
a. Sub komite kredensial;
b. Sub komite mutu profesi; dan
c. Sub komite etika dan disiplin profesi.

Pasal 109
Pembentukan sub komite ditetapkan oleh surat
Keputusan Direktur dengan masa kerja 3 {tiga} tahun
atas usulan ketua komite medik sete}ah memperoleh
kesepakata$ dalary rapat p-lenq kqmite laedtk,
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a.
b.
c.
d.

Pasa1 110
Susunan organisai sub komite terdiri dari :

Ketua merangkap anggota;
Wakil ketua merangkap anggota;
Sekretaris merangkap anggota; dan
Anggota.

Pasal 111
Suh komite memprrnyai kegiatan sebagai beikut :

a. Menyusun kebijakan dan prosedur ke{a; dan
b. Membuat laporan berka-tra dan laporan tahunan

yarlg berisi evaluasi kerja selama setahun yang
baru saja dilalui disertai rekomendasi untuk
tahun anggaran berikutay-ai

Pasal 112
Kewenangan sub komite adalah:
a. sub komite kredensial memiliki kewenangan

ne$apts pre{bsisnaljs{ne staf $r-edis;
b. sub komite mutu profesi memiliki kewenangan

mempertahankan kompetensi dan
profesionalisme staf medis; dan

c. sub komite etika dan disiplin profesi memiliki
kewenangan men-jaga disiplin, etika dan perilaku
profesi staf medis.

Pasal 113
Tugas dan tanggung jawab sub komite kredensial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a
adalah:
a. pen3rusunan dan pengkompilasian daftar

kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari
kelompok staf medis berdasarkan noffna
keprofesian yang berlaku;

b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:
c.
d.
e.
f.

kompetensi;
kesehatan fisik dan mental.;
perilaku; )

etika-profesi;
g. evaluasi data pendidikan profesional

kedokteran/ kedokteran gigl berkelanjutan ;

h. Wawancara terhadap pemohon kewenangan
klinis;

i. Pelaporan hasil penilaiaa i<redensiai dan
menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis;

j. Penilaian dan pemutusani kewenangan klinis
yang adekuat;

k. Pelaporan hasil penilaian laedensial dan
menyarnpaikan rekomendasi kewenanga-n klinis
kepada komite medik;

1. Melakukan proses rekredensial pada saat
berakhirnya masa berlaku surat penugasan
klinis dan adanya permintaan dari komite
medik; elaun

PARAF KOORDIN
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m. Rekomendasi kewenangan kiinis dan penerbitan
surat penugasan klinis.

Pasal 114
Tugas dan tanggungiawab sub komite mutu profesi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal i 13 huruf b
adalah:
a. pelaksanaan audit medis;
b. rekomendaei pertemuan ilmiah internal dalam

rangka pendidikan berkelanjutan bagt staf
medis;

c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka
pendidikan berkelanjutan bagi staf medis; dan

d, rekcmendaai proses pendannpingaa {proctoring}
bagi staf medis yang membutuhkan.

Pasal 115
Tugas dan tanggungiawab suh komite etika dan
disrpt-re prefeui adalah :

a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
b. pememriksaan staf medis yang diduga

melakukan pelanggaran disiplin; dan
c. pemberian nasehat/perlimbangan dalam

pengambilan keputusan etis pada asuhan medis
pasien.

Pasal 116
Setiap sub komite bertanggungiawab kepada komite
medik mengenai pelaksanaan tugas dan kewajiban
yang dibebankan kepadanya.

Pasal 117
Dalam penanganarl kasus-kasus khusus yang
memerlukan koordinasi lintas selrtor/profesi dapat
dibentuk tim klinis,yang bertanggungiawab kepada
komite medik melalui sub mutu profesi, tim klinis
terdiri dari :

tim Keselamatan Pasiep Rqmah Sakit (KPRS);
tim Audit Medis;
tim Indikator Kliirik; dan
tim Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Pasal 118
Pembentukan tim klinis ditetapkan oleh Surat
Keputusan Direktur dengan masa kerja 3 (tiga)
tahun atas usulan ketua komite medik setelah
memperoleh kesepakatan dalam rapat pleno komite
medik.

Pasal 1 19
Susunan organisasi tim klirds tediri dari :

ketua merangkap anggota;
wakil ketua meranglap anggota;
sekretaris merangkap anggota; dan
anggota.

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.



PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH T

ASISTEN rt
Ka.

,,

KABAG HUKUM ')

Pasal 12O
Tim klinis mempunyai tugas dan tanggung jawab
sebagai berikut :

a. menyusun kebijakan dan prosedur kerja; dan
b. membuat laporan berkala dan laporan tahunan

yang berisi evaluasi kerja selama setahun yang
baru saja dilalui disertai rekomendasi untuk
tahun anggaran berikutnya.

Pasal 121
Tugas dan tanggung jawab tim klinis keselamatan
pasien rumah sakit (KPRS) sebagaimana dimaksud
daiam Pasal 12O huruf a adalah:
a. terciptanya budaya keselamatan pasien rumah

sakit;
b" meningkatkan akuntabilitas rumah sakit

terhadap pasien dan masyarakat;
c. menurunkan insiden keeelamataa pasien

beserta kejadian tak diharapkan tKTD)/kejadian
nyaris cedera {KNC} di rumah sakit;

d. terlaksananya program-program pencegahan
sehingga tidak tedadi pengulangan kejadian
tid,ak diharapkacu dae

e. melakukan evaluasi kerja dan membuat laporan
kegiatan secara berkala.

Pa.sf"l L22
Tugaq da11 targgqngiavrab tim kliais eudit rnedis
adalah:
a. men3rusun rencana kerja kegiatan audit medis;
b. bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan

audit medis baik rutin atau khusus; dan
c. melakukan evaluasi kerja dan membuat laporan

kegiatan secara berkala.

Pasal 123
T\rgas dan tanggungiawabstirrr,klinis Indikator klinik
sebagaimana dimaksud daldm Pasal 122 huruf c
adalah:
a. meningkatkan mutu pelayanan, melalui upaya

pencegahan infeksi nosokomial ;

b. diperolehnya informasi tentang angka kejadian
infeksi karena jarum infus dan dekubitus;

c. terindendfikasi masalah dan upaya perbaikan
mutu kinerja tenaga medis.

Pasal L24
Tugas dan tanggungiawab tim klinis Peningkatan
Mutu Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 117 huruf d adalah :

a. memastikan bahwa pelayanan diberikan sesuai
dengan standar pelayanan medis;



a

t.

c.

d.

menjamin pemberian pelayanan sesuai dengan
standar pelayanan medik dan dilaksanakan
secara terpadu sesuai dengan kebutuhan pasien;
mengupayakan peningkatan mutu pelayanan
melalui peningkatan kemampuan pemberian
pelayanan kesehata"n; dan
tersusunnya sistem monitoring pelayanan
Rumah Sakit Umum Daerah Natuna melalui
indikator mutu petayanan rumah saklt.

Pasal 125
Setiap tim klinis bertanggung jawab kepada komite
medik melalui sub Komite Mutu Profesi mengenai
pelaksanaan tugas dan kewajibaa yang dibebankan
kepadanya.

BAB XVIII
RAPAT-RAPAT

Pasal 126
Rapat-rapat internal staf medis dilaksanakan
sekurang-kurangnya 1 (satu) hulan sekali.
Materi rapat slernbaha€ tqgas-tugae pokok
staf medis fungsional dan ra.embahas materi*
materi lain yang disepakati.
Rapat internal komite medik dilakukan
sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
Rap4t ksmite medik dengan Direktur
dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 {satu)
bulan sekali.
Rapat audit medis dilakukan minimal sekali
dalam 3 {tiga) bulan.
Selain rapat-rapat sebage.imana dimaksud
pada ayat {1}, ayat (2}, ayat {3}, ayat (a} dan
ayat t5) dapat diadakan rapat lainnya bila
dianggap perlu. ! .. 

.,

Keputusan rapal diambil secara musyawarah
mufakat, bila tidak tercapai kemufakatan
dapat dilakukan dengan pemungutan suara;
Setiap keputusan rapat mengikat bagi seluruh
staf medis dan anggota komite medik.

Pasal 127
Rapat khusus diadakan apabila" :

a. ada permiataan yaflg ditandatangani oleh
paling sedikit 3 (tiga) anggota staf medis;

b. ada keadaan atau situasi tertentu yang
sifatnya mendesak untuk segera ditangani
dalare rapat komite medik; d.an

c. rapat khusus dinyatakan sah apabila
dihadiri oleh paling sedikit 2/3 {dua per
tiga) anggota komite medik atau dalam hal
kuorum tersebut tidak tercapai maka

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(8)
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rapat khusus dinyatakan sah setelah
ditunda pada hari berikutnya.

(21 Undangan rapat khusus harys disampaikan
oleh ketua komite medik kepada seluruh
anggota paling lambat 24 (dua puluh empat)
jam sebelum dilaksanakan.
Undangan rapat khusus harus
mencanturnkan tujuaa spesi{ik dari rapat
tersebut.

(4) Rapat khusus yang diminta oleh staf medis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
harus dilakukan paling lambat 7 {tujuh} hari
setelah diterimanya surat permintaan rapat.

Pasal 128
(1) Rapat tahunan kromite medik diselenggarakan

sekali dalam setahun.
{21 Ketua komite medik wajib menyampaikan

undangan tertulis kepada seluruh anggota
serta pihak lain yang perlu diundang paling
lambat 7 {tujuh} hari sebelum rapat
diselenggarakan.

Pasal 129
Setiap rapat khueus dan rapat tahunan wajih
dihadiri oleh direktur, kepala bidang pelayanan dan
pihak tain yang ditentukan oleh 'ketua komite
medik.

Pasal 13O
Keputusan rapat kelompok ete.f medis dan
atau komite medik didasarkan pada suara
terbanyak setelah dilakukan pemungutan
suara.
Dalam hal jumlah suara yang diperoleh
adalah sama maka ketrra atau wakil ketua
berwenang untuk menyelenggarakan
pemungutan suara Ula+S.
Perhitungan sqara hanyalall berasal dari
anggota komite medik yar:19 hadir.

Pasal 131
Direktur rumah sakit dapat mengusulkan
perubahan atau pembatalan setiap keputusan
yang diambil pada rapat rutin atau rapat
khusus sebelumnya dengan syarat usul
tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan
atau undangan rapat.
Dalam hal usulan perubahan atau
pembatalan keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} tidak diterima dalam
kurun walrtu tlga {3} bulan terhitung sejak
saat ditolatrrya usulan tersebut.

(u

(2t

(3)

(1)

l2t
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Pasat i32
Dalam hal staf medis diduga melakukaa layanan
klinik dibawah standar maka terhadap yang
bersangkutan dapat diusulkan oleh komite medik
untuk dilakukan penelitian.

Pasal L33
Apabila hasil penelitian menunjukkan kebenaran
adan3ra pelanggaraa maka yang hersangkutan dapat
diusulkan oleh direktur untuk diberlakukan sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 134
Staf medie tetap diberhentikan dengan harmat
karena:
a. telah memasuki masa pensiun;
b. permintaal sendiri;
c. tidak ta# memenuhi kualilikasi sebagai staf

medis; dan
d. berhalangan tetap selama 3 {tiga} bulan

berturut-turut.

Pasa] 135
Staf medis tetap dapat diberhentikan dengan tidak
hormat apabila metrakukan trrerbuatan melawan
hukum yang ancaman pidananya lebih dari 5 {lima}
tahun.

Pasal 136
Staf medie tidak tetap berhenti secara atcmatis
sebagai staf medis Rumah Sakit apabila telah
menyelesaikan masa kontraknya atau berhenti atas
persetujuan bersama.

Pasal 137
Staf medis tidak tetap yang telah menyelesa.ikan
masa kontraknya dapat bekerja kembali untuk
masa kontrak berikuhryd setblah menandatangani
kesepakhtan baru dengan pihak rumah sakit.

BAB XIX
HAK DAN KE]#A"}IBAN

Pasal 138
Hak dan Kewajiban Rumah Sakit sebagai
berikut:
a. Fumah- $akit slemiliki tr-ak- sebagai berikutl

1. membuat peraturan tentang kerahasian
dan informasi medis yang berlaku di
rumah sakit;

2: melakukan kerjasama dengan pihak lain
dalam rangka mengembanglan pelayanan;

(1)
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3. merrdapatkan perlindungan hukum dalam
melaksanakan pelayanan kesehatan; dan

4. menggugat pihak yang mengakibatkan
kerugian.

b. Rumah Sakit memiliki kewajiban sebagai
berikut:
1. memberikan informasi yang benar

tentang pelayanan rumah sakit kepada
masyarakat;

2. memherikan inforrnasi yang benar, jelas
dan jujur rnengeflai hak dan kewajiban
pasien;

3. memberikan pelayanan kesehatan yang
al]rarl, bermutu, tidak deskriminasi dan
efektif dengan mengutamakan
kepentingan pasien sesuai dengan
standar pelayanan Rumah Sakit;

4. menyimpan rekam medis sesuai dengan
ketentuan yang herlaku;

5. memberikan isi rekam medis kepada
pasien ataupun pihak lain atas rzin
pasien secara tertulis; dan

6. memberikan isi dokumen rekam medis
untuk kepentingan peradilan dan
asuransi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Hak dan Kewajiban Dokter sebag4i berikut:
a. Dokter memiliki hak sebagai berikut:

1. 14egrdapAtkal! infoqfrasi yAAg lengkap
dan jujur dari pasien yang dirawat atau
keluarganya;

2. memperoleh perlindungan hukum
sepanjang melaksanakan tugas sesuai
dengan standar profesi dan standar
prosedur operasional;

3. menerima imbalan jasa;
4. untuk membela diri;
5. menolak melakukan tindakan medis yang

bertentangan ! derigan etika hukum,
agarna dan hati nuraninya;

6. untuk mengakhiri hubungan dengan
seorang pasien, jika menurut
penilaiannya pasien tidak kooperatif lagi,
kecuali dalam keadaan gawat darurat;
dan

7. menolak pasien yarrg bukan bidang
spesialisnya, kecuaii daJam keadaan
gawat darurat atau tidak ada dokter lain
yang mampu menanganinya.

b. Dokter memiliki kewajiban sebagai berikut:
1. merahasiakan segala sesuatu yang

diketahuirrya tentang pasien, bahkan
juga setelah pasien itu meninggal dunia;

2. meaolak keinginan pasien yang
bertentangan dengan dengan peraturan



PARAF KOORDINASI
SEXRETARIS DAERAH

ASISTEN

Ka. ,L
KABAG HUKUM I

-75-

perundang-undangan, profesi dan etika
hukum kedolrteran;
memberikan pelayanan medis menurut
standar profesi dan sta.ndar profesional;
Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya
urrtuk kepentingan kesehatari pasien,
memenuhi permintaan aparatur penegak
hukum, permintaan pasien sendiri, atau
berdasarkan ketentuan perundang-
undangan; dan
merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi
lain yang mempunyai keahlian atau
kemampuan yang lebih baik, apabila
tidak mampu melakukan sesuatu
pemeriksaan atau pengobatan.

F{ak dan Kewajiban Pasiea sebagai berik-ut:
a. Pasien memiliki hak sebagai berikut:

1. mennperoleh infor:uasi mengenai tata
tertih da:r peraturan yang herlaku di
Rumah Sakit;
memperoleh informasi tentang hak dan
kewajiban pasien;
memperoleh layanan yang manusiawi,
adil, jrtjur, das tanp.a di*1<riminasi;
memperoleh layanan kesehatan yang
bermutu sesuai dengan,standar profesi
dan standar prosedur operasional;
memperoleh layanan yang Efektif dan
efisien qetringga paqierl terhindar dari
kerugian Iisik dan materi;
mengajukan pengaduan atas kualitas
pelayanan yang didapatkan;
memilih dokter dan kelas perawatan
sesuai dengan keinginannya dan
peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
meminta konsultasi tentang penyakit
yang dideritanya kepada dokter lain
yang mempuhyai, Surat lzin Praktik
{SIP} baik di dalam maupun diluar
Rumah Sakit;
mendapatkan privasi dan kerahasiaan
penyakit yang diderita termasuk data-
data- medisnya;
mendapat iaformasi yang meliputi
diagnosis dan tata cara tindakan medis,
tujuan tindakan medis, alternative
tindakan, risiko dan komplikasi yang
mungkin terjadi, dan prognosis
terhadap tindakan yang dilakukan serta
perkiraan biaya pengobatan ;

memberikan persetujuan atau menolak
ats.s tindakarl yang akan dilakukan oleh
tenaga kesehatan terhadap penyakit
yang dideritanya;

3.

4.

I2t(v,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

L

9.

10.

11.
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b.

L2. didampingi keiuarganya dalam keadaan
kritis;

13. menjalankan ibadah sesuai agama atau
kepercayaan yEmg dianutnya selama hal
itu tidak mengganggu pasien lainnya;

14. memperoleh keamanan dan
keselamatan diriaya selama dalam
perawatan di Rumah Sakit;

15. mengajukan usul, saran, perbaikan atas
perlakuan Rumah Sakit terhadap
dirinya;

16. menolak pelayanan bimbingan rohani
yang tidak sesuai dengan agama dan
kepercayaan yang dianutnya;

17. menggugat dan/atau menuntut Rumah
Sakit apabila RumahSakit diduga
memberikan pelayanan yang tidak
sesuai dengan standar baik secara
perdata atauprrn pidana; dan

18" mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit
yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan melalui media cetak dan
elektronik sesuai dengan ketentuan
peratu.raa perundaag-uadangan.

Pasien memiliki kewajiban sebagai berikut:
1. mematuhi peraturan yang berlaku di

Rumah Sakit;
2. menggunakan fasilitas rumah sakit

secara bertamggung jawab ;

3. menghormati hak-hak pasien lain,
pengunjung dan hak tenaga kesehatan
serta petugas lainnya yang beke{a di
rumah sakit;

4. memberikan informasi yang jujur
lengkap dan akurat sesuai
kemagrpuan dan pengetahuannya
tentang masalah kesehatannya;

5. memberikant informasi mengenai
. kem**p,r*rr' finansial dan jaminan

kesehritan yang dimilikinya;
6. mematuhi rencafta terapi yang

direkomendasikan oleh Tenaga
Kesehatan di rumah sakit dan
disetujui oleh Pasien yang
bersangkutan setelah mendapatkan
penjel,asan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

7. menerima segala konsekuensi atas
keputusan pribadinya untuk menolak
rencarla terapi yang direkomendasikan
oleh Tenaga Kesehata.n dan /atau
tidak mematuhi petunjuk yang
diberikan oleh Tenaga Kesehatan
dalam rangka penyembuhan penyakit
atau masalah kesehatannya; dan



t.
8. memberikan imbalan jasa

pelayanan yang diterima.

BAB XX
PEHGAWASAN

atas

Pasal 139
Pengawasan terhadap etik dan mutu dilaksanakan
oleh sub komite etik dan disiplin profesi dan sub
komite mutu profesi.

Pasal 140
Pengawasan dilakqkan dengaa cwa mengadakan
evaluasi hasil pelaksanaaa kerja, audit medis dan
audit rekam medis.

Pasal 14L
[.a.pora-n pengaurasa-n dibuat sqtiap 3 {tjga.} bulan
sekali dan dilaporkan kepada ketua komite medik
melalui sub komite etik dan disiplin profesi dan sub
komite mutu profesi untuk ditindak lanjuti oleh
pihak yang berwenang.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 142
Perub"ahan peraturan internal staf medis
{medical staff bg tautsl Rumah Sakit Umum
Daerah Natuna dilakukan melalui rapat
khusus.
Perubahan peraturan internal staf medis
(medical striff bg lawsl Rurnah Sakit
sebagaimana , dimaksud pada ayat tl) akan
diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur
Rumah Sakit Umum P*1* Natuna.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 143
Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan
Bupati Nomor 5 Tahun ZALL tentang Tata Kelola
Rumah Sakit Umum Daerah dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

tu

(21
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Pasal 144
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengeta-huinya, memerintahkan
pengundarlgan Peraturan ini dengan
penempatanrrya dalam Berita Daerah Kabupaten
Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal W NqPo@er 2022

BUPATI NATUNA, 

I

Diundangkan di Ranai
paCa tanggat l7 S,q:ewber 2Oz2

SEKRETARIS DAERAH KAEUPATEN NATUNA,

NATUNA TAHUN 2022 NOMOR272BERITA D RAH KABUPATEN
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